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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja
Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja
menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan
karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang telah berhasil disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas
pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, yang berfungsi sebagai bahan
penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta
sebagai pengendali peningkatan kinerja berdasarkan sasaran strategis, urusan, program,
kegiatan dan sub kegiatan serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Laporan Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan
evaluasi guna meningkatkan Kkinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARIST BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780%15 199802 1 001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusunnya dengan
baik Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238); dan
yang diturunkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; dan review terhadap target kinerja yang
dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di
Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan dengan melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 38 Sub
Kegiatan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut ditetapkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2024 dengan 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :
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Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

1. | Terwujudnya Pemerintahan yang . A A 0 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah o
Akuntabel dan Berkinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah (81,00) (80,44) 99,31% Kabupaten/Kota Rp. 5.153.341.465 Rp. 4.641.315.471 | 90,06%
Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 100.881.200 Rp 96.196.205 | 95,36%
0, 0,
Persentase Nagari Mandiri (31271’\155 a/‘;"i) (5:201’\17: ;‘;‘i) 175,00%
g & Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Rp.  1.254.559.383 Rp. 1.206.466.994 | 96,17%
Masyarakat Hukum Adat
2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Nilai Kematangan Inovasi 100 0 0,00%
Perangkat Daerah
Pengendalian Penduduk Rp. 283.315.042 Rp. 253.531.912 | 89,49%
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61 70,5 115,57%
Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp. 6.564.977.055 Rp. 5.863.156.935 | 89,31%
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergambarkan dalam suatu bentuk untuk mencapai
masa depan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dan mengacu pada Visi Bupati/Wakil
Bupati Pesisir Selatan, yaitu :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung
Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Selanjutnya Misi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
mengacu kepada Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor 1, 2, 4, 5, 6, yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan

Transparan;

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang

Nyaman dan Berkesan;

5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya

Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;

6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis;

Hasil pengukuran dan capaian ivndicator kinerja dimaksud digunakan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
capaian target ivndicator kinerja yang ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dari 3 Sasaran Strategis dengan
capaian program 90,29%, berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil
kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat
dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik, serta mengoptimalkan
pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua
capaian sasaran strategis dapat tercapai.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk
mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 Tahun, sehingga
dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada Tahun berikutnya

sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang termasuk pengembangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dokumen Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas
pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai instrument pengendali
peningkatan kinerja berdasarkan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
kewenangan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta dapat
bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi
pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka pembangunan Pemerintahan yang baik (good governance) seiring
dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).
Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kebaikan bagi masyarakat,
berupaya menghasilan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran tersedia serta
terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah
dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government,
perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem
penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Hal ini dimaksudkan agar selaras dengan perencanaan kinerja dan penganggaran

kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
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Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan
pemerintahan yang baik adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang
transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dengan demikian, perencanaan anggaran yang disusun merupakan
penganggaran pada program dan kegiatan yang berbasis kinerja, yaitu : anggaran yang
dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome
yang diinginkan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah
dilakukannya realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
pada Perjanjian Kinerja, maka dengan capaian kinerja program dan kegiatan dapat
dilaksanakan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung
Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

7. Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum
yang ditentukan Penggunaannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja adalah sebagai gambaran kinerja

penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan, serta

dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari faktor keberhasilan dan kegagalan

terhadap capaian kinerja Tahun 2024, serta untuk memberikan informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kkinerja secara baik,

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:
Aspek Akuntabilitas Kinerja, baik bagi keperluan eksternal atau pihak terkait, yang
menjadikan laporan kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati/Wakil Bupati Pesisir

Selatan atas capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2024;

. Capaian kinerja dilaporkan merujuk pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir

Selatan, serta tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024;
Aspek Manajemen Kinerja, baik bagi keperluan internal yang menjadikan laporan

kinerja Tahun 2024 sebagai pedoman dan petunjuk untuk dokumen lainnya.
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1.4. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Setia Budi
Nomor 200 Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera
Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi baik dan fasilitas penunjang masih
kurang lengkap. Adapun gedung kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana ada di 15

Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan

daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi :

a) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat
dan sosial budaya, bidang pemberdayaan sumber daya alam, usaha ekonomi
masyarakat dan pembangunan kawasan perdesaan, bidang pemerintahan nagari,
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang balai
penyuluh keluarga berencana;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
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1. Sekretariat;

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya;

w

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Bidang Pemerintahan Nagari;

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.

N o ok

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud lebih lanjut diuraikan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD);

b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian
dan rumah tangga Dinas;

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis
meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;

g. Pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan
arahan.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada berpedoman kepada rencana strategis

dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan;

c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin indikator yang
baik dan saling mendukung;

d. Mendelegasikan indikator tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala
bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan
sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian
sasaran;

f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberikan
saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
sebagai bahan dalam mengambil keputusan;

g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;

h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin,
meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;

i. Menjalin indikator dengan susunan organisasi perangkat daerah dan instansi
indikator untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

j- Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan
dinas;

k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan
pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

. Mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan
kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan
yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

m. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai
dengan kewenangan menurut ketentuan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan

arahan.
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Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris
mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian
perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;

b. Pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan,
keuangan dan pelaporan;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;

d. Pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;

b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan
Dinas;

c. Menyusun program Kkerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan
program kerja tahunan dinas;

d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk
mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta
upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

e. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sekretariat dengan
mempedomani tata naskah dinas;

f. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai
dengan kewenangan menurut ketentuan;

g. Memberi petunjuk, memberi tugas dan kegiatan, mengevaluasi, membina,
mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sekretariat agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

h. Menyampaikan saran dan telahaan kepada pimpinan menyangkut bidang

Sekretariat;
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i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan dinas;

j- Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan
tahunan;

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bidang
umum dan kepegawaian, sub bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan,
aset, urusan rumahtangga, perencanaan, pelaporan dan keuangan;

m. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala
sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;

n. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan
Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas;
dan

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial

Budaya

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial
Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan
kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi
Masyarakat dan Sosial Budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Kelembagaan, Partisipasi
Masyarakat dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan kelembagaan,
partisipasi masyarakat dan sosial budaya;

b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang
pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;

c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi

Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :
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a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan,
partisipasi masyarakat dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan kerja;

c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan,
partisipasi masyarakat dan sosial budaya;

d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang
pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;

e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat
dan sosial budaya;

f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang
pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;

g. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan
kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;

h. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya;

j- Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
masing-masing;

k. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;

l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pemberdayaan
Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan

Perdesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam,

Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

menyelenggarakan fungsi :

a.

Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Sumber Daya
Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
bidang pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha

Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai uraian

tugas :

a.

Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data yang berhubungan dengan bidang
tugasnya;

Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam,
Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai
pedoman dan acuan Kkerja;

Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di Bidang
Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di Bidang
Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Menyusun kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang
Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Memantau kegiatan perencanaan dan program di Bidang Pemberdayaan Sumber

Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
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i. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

j- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya;

k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pemerintahan Nagari

Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pemerintahan
Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pemerintahan Nagari
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional di Bidang Pemerintahan Nagari;

b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan Bidang
Pemerintahan Nagari;

c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
Bidang Pemerintahan Nagari;

d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
Bidang Pemerintahan Nagari; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai uraian
tugas :

a. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, Kkebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemerintahan Nagari sebagai
pedoman dan acuan kerja;

c. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan Pemerintahan Nagari, Manajemen dan
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari serta Keuangan, Pendapatan dan
Aset Nagari;

d. Merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di Bidang

Pemerintahan Nagari;
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e. Menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis Bidang Pemerintahan Nagari, Manajemen dan Peningkatan
Kapasitas Pemerintahan Nagari serta Keuangan dan Aset Nagari;

f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis Bidang
Pemerintahan Nagari;

g. Menyusun saran kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur di Bidang
Pemerintahan Nagari;

h. Memantau kegiatan perencanaan dan program di Bidang Pemerintahan Nagari;

i. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

j- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya;

k. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
masing-masing;

l. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan;

m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan teknis Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kketentuan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk;

d. Pembinaan, evalausi dan pengawasan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana mempunyai uraian tugas :

a.

Merumuskan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem
informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Menyusun bahan rumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian
melaksanakan/menyelenggarakan pengendalian penduduk dan
penyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi di Bidang Keluarga
Berencana;

Mengkoordinir pelaksanaaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga
Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga
Berencana;

Mengkoordinir pelaksanaaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi;

Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

Mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengawasi tugas administrasi umum di lingkungan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengawasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, serta
pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

m. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
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n. Melakukan pembinaan dan fasilitasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten dan Kecamatan;

0. Memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
terdiri dari :

- Perencanaan dan Pelaporan;
- Penggerak Swadaya Masyarakat;
- Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana kerja (program, kegiatan
dan sub kegiatan) dan pelaporan di lingkungan dinas, memberi dukungan dan
melakukan pembinaan, sesuai dengan nomenklatur dan ketentuan perundang-

undangan.
7. UPTD

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat
dibentuk UPTD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian
tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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1.4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawabhi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya,
membawabhi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Masyarakat;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Partisipasi Masyarakat; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Adat dan Sosial
Budaya;
4. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawabhi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Kawasan
Perdesaan;
5. Bidang Pemerintahan Nagari, membawahi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Pemerintahan Nagari;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Manajemen dan Peningkatan
Kapasitas Pemerintahan Nagari; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Nagari;
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawabhi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keluarga Berencana; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga;
7. UPTD, terdiri dari :

- Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 15 Kecamatan;
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOoMOR [ & 8TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENOENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARCA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS J

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jabatan F Sub-

Sub Bagian Keuangan

[

I

BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN,
PARTISIPASI MASYARKAT DAN SOSIAL
BUDAYA

BIDANQ PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
ALAM, USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN
KAWASAN PERDESAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUR-SUBSTANSI KELEMBAGAAN
MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL
SUB-SUBSTANS! PARTISIPAS]
MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB-SUBSTANS! KELEMBAGAAN
ADAT DAN SOSIAL BUDAYA

]

— KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-
SUBSTANSI SUMBER DAYA ALAM DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-
SUBSTANSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-

SUBSTANSI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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UPTD

BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI!

1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-
SUBSTANS! BINA PEMERINTAHAN NAGARI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-
SUBSTANS] MANAJEMEN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS PEMERINTAH NACARI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-
SUBSTANSI PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET NACARI

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGCA BERENCANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-
SUBSTANSI PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PENCGERAKAN

KELOMPOX JABATAN FUNGSIONAL SUB-
SUBSTANSI KELUARGA BERENCANA

KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL SUB-
SUBSTANSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
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1.4.2. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang
beragam, dimana jumlah keseluruhan sumber daya manusia, terdiri dari : 33 PNS dan
17 Tenaga Honorer dengan total keseluruhan sumber daya manusia Tahun 2024
sebanyak 50 Orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024
Eselon
Golongan Staf | Jumlah
ILb IlL.a IILb IV.a

Golongan IV/d - - - - - 0
Golongan 1V/c - - - - - 0
Golongan IV/b 1 1 - - - 2
Golongan IV/a - - 1 3 1 5
Golongan I11/d - - 3 5 2 10
Golongan III/c - - - 1 6 7
Golongan I11/b - - - - 4 4
Golongan Il /a - - - - 3 3
Golongan 11/d - - - - 2 2
Golongan I1/c - - - - - 0
Golongan II/b - - - - - 0
Golongan Il /a - - - - - 0
Jumlah PNS 1 1 4 9 18 33

Tenaga Honorer S-11 - - - - - 0
Tenaga Honorer S-1/D-IV - - - - 11 11
Tenaga Honorer D-III - - - - 1 1
Tenaga Honorer SMA - - - - 5 5
Jumlah Tenaga Honorer 0 0 0 0 17 17
Total 1 1 4 9 35 50

Sumber Data : Absen DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024
1.5. Aspek Strategis Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-

2026; yang terdapat dalam Renstra tersebut, yaitu :
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Tabel 1.2. Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya Kualitas
Pemerintahan Nagari dan
Lembaga Kemasyarakatan
serta Keluarga Berkualitas

1. Terwujudnya Pemerintahan yang
Akuntabel dan Berkinerja

[uy

. Meningkatnya Administrasi

Pemerintahan Desa

. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
yang Mengatur Desa

2. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari
5. Pengelolaan Aset Desa
6. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
7. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
2. Menmgkatkan Saran:fl Meningkatkan Sarana Penunjang Pemerintahan Nagari
Pemerintahan Nagari
3. Peningkatan Kapasitas 1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemertintahan Nagari
Aparatur Lingkup 2. Sosialisasi Regulasi tentang Pemerintahan Nagari
Pemerintahan Nagari 3. Pelatihan Bamus Nagari
4. Inventarisasi Lembaga 1. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan
Kemasyarakatan, Lembaga Adat | Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat
dan Masyarakat Hukum Adat 2. ldentifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
5. Meningkatnya Pemberdayaan |1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,
Lembaga Adat dan Masyarakat PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Hukum Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
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Tujuan

Sasaran Strategi Arah Kebijakan
4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat Desa
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
7. ldentifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat kewenangan Provinsi
8. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
. Mendorong Terciptanya 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari
Kemandirian Lembaga 2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Ekonomi dan Inovasi Nagari
. Mendorong Terciptanya 1. Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui Badan Usaha Milik
Pembangunan Kawasan Nagari Bersama
Perdesaan 2. Meningkatkan Pembentukan Kawasan
. Mendorong Terbangunnya 1. Meningkatkan dan Memanfaatkan Potensi Nagari
Produk Unggulan Nagari 2. Meningkatan Kerjasama Antar Nagari
2. Meningkatnya Kualitas . Penguatan Regulasi 1. Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah untuk Menciptakan,
Inovasi Daerah Menerapkan dan Melaporkan Inovasi
. Pemberian Reward dan 2. Memberikan Penghargaan dan Sanksi Atas Keberhasilan Inovasi
Punishment
. Penguatan Sistem Inovasi 3. Membenahi Sistem secara Holistik, Serentak dan Berdasarkan Isu-
Isu Sistemik
. Investasi dalam Pengetahuan 4. Menginvestasikan Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi di Sektor
dan Teknologi Pemerintah
. Pemutakhiran Kerangka 5. Memutakhirkan Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah sesuai

Kebijakan

Perkembangan
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Tujuan

Sasaran Strategi Arah Kebijakan
6. Pembentukan Perangkat 6. Membentuk Perangkat Daerah yang memiliki Kapasitas untuk
Daerah Mengangkat Daya Saing Daerah
7. Penelitian dan Pengembangan 7. Mengadopsi Proses Produksi yang Inovatif melalui Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan
8. Inovasi Sosial 8. Menciptakan Inovasi Sosial yang Mencakup Struktur Budaya
Normatif atau Regulatif
9. Gerakan Satu Perangkat Daerah 9. Membangun Budaya Kerja dengan Membuat dan Mengembangkan
Satu Inovasi Minimal Satu Inovasi dalam Setiap Tahun Anggaran
3. Terwujudnya Keluarga Bahagia [1. Meningkatkan Penggunaan Alat [1. Pemenuhan Ketersedian Alat Kontrasepsi
Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia [2. Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat
Subur Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat
3. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Pelayanan KB 1. Meningkatkan Rasio Aseptor KB
2. Membangun Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan TNI dalam
Peningkatan Pelayanan MKJP
3. Meningkatkan Sarana dan 1. Pemenuhan Biaya Operasinal Balai Penyuluh KB
Prasarana Balai Penyuluh KB 2. Pemenuhan Kebutuhan Balai Penyuluh KB dalam Pelaksanaan
Target masing-masing Penyuluh KB
4. Meningkatkan Fasilitas 1. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk

Kesehatan dalam Pelayanan KB

Pelayanan KB

. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya di Seluruh

Tingkatan Wilayah yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan dan
Memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

. Melakukan Kerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi

Sumatera Barat dalam Pemenuhan Fasilitas Kesehatan dalam
Penyuluh KB

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026
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1.6. Permasalahan Utama Organisasi

1.6.1.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Permasalahan :

1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial

Budaya:

1.

Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk
Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM

Nagari dan RKP Nagari disinkronisasikan dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan;

. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk

Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan
Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari

tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri;

. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang Kepengurusan KAN dan Historis

Adat dimasing-masing KAN di Kab. Pesisir Selatan;

Belum banyaknya peran dari LPMN dalam Forum Musrenbang Nagari;

5. Masih kurangnya SDM sebagai Pengurus PKK dan kurangnya peranan PKK dalam

Masyarakat.

. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pembangunan Kawasan Perdesaan :

1.

Tidak memadainya anggaran kegiatan KKN yang dilaksanakan di Kab. Pesisir
Selatan yang lokasinya berada di berbagai Kecamatan untuk mendukung

kegiatan KKN ini;

. Adanya UPK yang bermasalah dengan hukum;
. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK

dari pengurus serta banyaknya masa periode kepengurusan habis dan tidak aktif;
Tidak singkronnya kegiatan unit usaha yang dijalankan dengan keadaan dan

potensi Nagari akan memberikan Pendapatan Asli Nagari (PAN);

. Adanya UPK yang belum bertransformasi ke BUMNag Bersama;

Tidak dapat diikutinya kegiatan lomba TTG dan BUMNag, baik Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional karena tidak adanya anggaran;
Kurangnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari,

Kecamatan dan Provinsi karena keterbatasan anggaran.
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3. Bidang Pemerintahan Nagari :

. Banyaknya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;

Kurangnya kemampuan dan pemahaman Pemerintah Nagari tentang

Pengelolaan Keuangan Nagari;

. Belum memenuhi syarat sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta belum

sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Belum terkelolanya Penataan Aset Nagari dan kurangnya dukungan anggaran

terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;

. Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara

Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.

Kurangnya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan dari 182

Nagari sedangkan Jumlah PKB hanya 36 Orang persebaran tidak merata;

. Kurangnya minat akseptor dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MK]P);

. Kurangnya perhatian dan pembinaan serta dukungan dana untuk Pembinaan

Penyuluh Kampung KB;

. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan lintas sektor terhadap

perkembangan kegiatan di Kampung KB;

. Pelaksanaan kegiatan harus ditalangi dulu oleh Koordinator Lapangan untuk

semua kegiatan BOKB;

. Keterbatasan anggaran untuk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dari

Kabupaten sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk dari
Nagari dan Kecamatan, sedangkan lokasi sasaran yang akan dilakukan
pendampingan memerlukan biaya transportasi dalam rangka Percepatan

Penurunan Stunting;

. Kurangnya dukungan dana APBD sebagai Pendamping Akseptor KB dan Kader

KB ke Lapangan yang terdapat 182 Nagari dan 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan
pada Program Bangga Kencana untuk Pelayanan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) karena tidak mencukupi dari APBN (BOKB) baik DAK Fisik
maupun DAK Non Fisik, maka sangat perlunya support dari APBD (DAU) untuk
kelancaran tugas Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan di

Kabupaten Pesisir Selatan.
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1.6.2.

Solusi :

1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial

Budaya:

1.

Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari dengan
memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa
dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan untuk mendampingi Nagari dalam
rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan
Indonesia-RKP Nagari tahun berikutnya;

Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk
Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan
Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari
tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri dari berbagai aspek yang telah
ditetapkan;

. Agar 37 KAN di Kab. Pesisir Selatan membuat Monografi Adat secara tertulis, agar

penyelenggaraan KAN dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
Agar LPMN mempunyai peranan dalam Forum Musrenbang Nagari dan

memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam kelembagaan di Nagari;

. Memanfaatkan SDM yang ada untuk dilakukan Sosialisasi dan Pelatihan untuk

Meningkatkan Kemampuan Pengurus PKK serta memiliki peranan PKK di

masyarakat.

2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pembangunan Kawasan Perdesaan :

1.

Untuk Kegiatan KKN Tematik yang diadakan di Kab. Peissir Selatan
pelaksanaannya langsung dilakukan dilokasi kegiatan KKN;

. Memfasilitasi data dan informasi terkait UPK yang bermasalah;

. Memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa

dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ada untuk mendampingi proses
pembentukkan dan pengaktifan BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK yang
bermasalah, habis masa kepengurusan serta yang kurang aktif;

Lebih memberdayakan lagi pendamping yang ada di Nagari, Kecamatan maupun
Kabupaten untuk memverifikasi Unit Usaha yang ada di Nagari agar dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Nagari sehingga dapat

memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN);
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5. Untuk UPK yang belum bertransformasi diserahkan ke DPMD Provinsi Sumatera
Barat;

6. Kegiatan TTG dan BUMNag yang diselenggarakan setiap Tahun tidak diikuti;

7. Merekap data yang dikirim oleh Kecamatan terkait data BUMNag, BUMNag
Bersama dan UPK di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

3. Bidang Pemerintahan Nagari :

1. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari
dan Bamus Nagari perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang regulasi dalam melaksanakan tugas
Pemerintahan Nagari melalui Peningkatan Kapasitas, Bimtek atau Pembinaan ke
Nagari;

2. Perlu dilaksanakan Bimtek secara berkelanjutan untuk Perangkat Nagari dan
membuat forum diskusi bagi Perangkat Nagari bersama OPD terkait (DPMDPKB,
BPKPAD dan Inspektorat) untuk berkoordinasi tentang Pengelolaan Keuangan
Nagari;

3. Mewajibkan setiap Nagari mengirimkan 1 Perwakilan dari 182 Nagari untuk
mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari;

4. Agar sesuai dengan persyaratan sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari
serta berpedoman dengan peraturan yang berlaku ditetapkan;

5. Perlunya koordinasi antar pihak agar Penataan Aset di Nagari dapat terkelola
dengan baik dan dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam
melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;

6. Perlunya dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Mengoptimalkan pertemuan rapat koordinasi bulanan di DPMDPPKB Kab.
Pesisir Selatan dengan PKB/PLKB Kecamatan, agar adanya minat akseptor
menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MK]JP);

2. Pembagian wilayah Kkerja sasaran berdasarkan domisili Tim Pendamping
Keluarga (TPK) dilakukan ke 182 Nagari, dalam 1 Nagari rata-rata hanya terdapat
1-2 Orang sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk itu perlu diajukan
penambahan anggaran dan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam

rangka Percepatan Penurunan Stunting;

DPMDPPKB_Laporan Kinerja Tahun 2024 25



3. Penyuluh KB agar melakukan koordinasi dengan lintas sektor;

4. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada Rencana Kerja Bulanan, sehingga
kegiatan dilaksanakan dapat terukur sesuai target yang ditetapkan;

5. Perlu adanya peningkatan dan penambahan anggaran untuk Pembinaan
Kampung KB;

6. Perlunya pemberian pemahaman kepada PKB/PLKB dan masyarakat serta lintas
sektor tentang dukungan dan perhatian terhadap Kampung KB;

7. Setiap program dan kegiatan di Nagari sebaiknya dilibatkan Kampung KB.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu strategis yang sedang
dihadapi organisasi.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB IIl AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
b. Realisasi Anggaran
Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan Kkinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
indikator di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

3) Penghargaan Yang Diterima Perangkat Daerah Tahun 2024;
4) Data Dukung Lainnya.
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BABII
PERENCANAAN DAN PERJAN]JIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen
perencanaan ini secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang
dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Tahun 2023 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-
2026 dan melakukan Rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap Pohon Kinerja
Perangkat Daerah dan Rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih
dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat

Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”.
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Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak
pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses
pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
dasar.

MAJU : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik
yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul,
profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak
mulia serta memiliki wawasan ke depan.

BERMATABAT: Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada
nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan
ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

AKUNTABEL : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja
atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

PROFESIONAL: Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, ditandai dengan
meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan
efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi
dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan
Transparan;

2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan
Unggulan Daerah;

4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang
Nyaman dan Berkesan;

5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya
Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan

6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.
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Berdasarkan keenam Misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu, Misi
Kedua, Misi Keempat, Misi Kelima dan Misi Keenam berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis
dan Transparan;

2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang
Nyaman dan Berkesan;

5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber
Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;

6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis;
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, ditetapkan Tujuan dan Sasaran
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada

Tabel berikut ini :
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Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2021-2026

Target Kinerja Sasaran Strategis Pada Tahun Ke-

No.

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Meningkatkan
Kulaitas
Pemerintahan Nagari
dan Lembaga
Kemasyarakatan serta
Keluarga Berkualitas

1.Kecepatan
Pelayanan
Pemerintahan Nagari
Pada Masyarakat

2.Persentase Keaktifan
Kelembagaan
Masyarakat Dalam
Membangun Nagari

3.Persentase Keaktifan
Kelompok Kegiatan

Terwujudnya
Pemerintahan
yang Akuntabel
dan Berkinerja

Nilai RB Perangkat Daerah

B
(63)

B
(64)

B
(65)

B
(66)

B
(67

B
(68)

Nilai AKIP Perangkat Daerah

A
(80,00)

A
(81,00

A
(81,00

A
(81,00)

A
(81,00

A
(81,00

Persentase Nagari Mandiri

4,95%
(9 Nagari)

6,04%
(11 Nagari)

12,64%
(23 Nagari)

17,58%
(32 Nagari)

31,00%
(56 Nagari)

39,56%
(72 Nagari)

4. Menghitung Jumlah
Inovasi yang berhasil
diterapkan dan
memberikan manfaat
bagi masyarakat

Meningkatnya
Kualitas Inovasi
Daerah

Nilai Kematangan Inovasi
Perangkat Daerah

100

100

100

100

80

80

5.Persentase Pasangan
Usia Subur (PUS)
yang menjadi Peserta
KB Aktif

6.Persentase Pasangan
Usia Subur (PUS)
yang Tidak Ingin
Memiliki Anak atau
Ingin Anak tapi
Ditunda, Tidak
Menggunakan Alat
Kontrasepsi
(Unmet Need)

Terwujudnya
Keluarga Bahagia

Laju Pertumbuhan Penduduk

1,18%

1,15%

1,15%

Indeks Pembangunan
Keluarga

61

71

72

Sumber Data : Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
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Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan metode

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound) atau

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Karena metode

SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target

kinerja dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target kinerja yang ingin

dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1.

Analisis Situasi :
Pahami kondisi saat ini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

termasuk sumber daya yang ada, tantangan dan peluang.

. Penetapan Tujuan :

Tentukan tujuan jelas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

yang akan membimbing penetapan target.

. Tujuan Strategis :

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

. Indikator Kinerja :

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk

mengukur pencapaian terhadap tujuan tersebut.

. Target Spesifik :

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

. Rencana AKksi :

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan

untuk mencapai target tersebut.

. Monitoring dan Evaluasi :

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta

lakukan penyesuaian jika diperlukan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja T.a rge:t Keterangan
Kinerja
) ) Nilai AKIP Perangkat Daerah A
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang (81,00)
Akuntabel dan Berkinerja 0
) Persentase Nagari Mandiri 17,58% .
(32 Nagari)
2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Nilai Kematangan Inovasi 100
' & y Perangkat Daerah
. . Tidak
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61 Selaras

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2024 dari semula Indikator Kinerjanya adalah Laju Pertumbuhan
Penduduk dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diganti menjadi Indikator
Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Karena
tidak selarasnya indikator kinerja yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis,
Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah disebabkan adanya
penyesuaian kembali Indikator Kinerja tersebut setelah dilakukan harmonisasi dengan
Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan
Instansi Vertikal yang menjadi salah satu Instansi Pembina dan diselaraskan dengan
penyesuaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya
untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.3. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024
No. Program Anggaran Keterangan
1. | Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 100.881.200 APBD
2. | Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Rp. 1.254.559.383 APBD
Masyarakat Hukum Adat
3. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Rp.  5.153.341.465 APBD
4. | Pengendalian Penduduk Rp. 283.315.042 DAK Non Fisik KB
5. | Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp. 6.564.977.055 | APBD, DAK Non Fisik KB
Jumlah Rp. 13.357.074.145

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024
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2.3. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2021-2026

A A A A A A
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang Nilai AKIP Perangkat Daerah
Akuntabel dan Berkinerja (80,00) (81,00) (81,00) (81,00) (81,00) (81,00)
Persentase Nagari Mandiri 4,95% 6,04% 12,64% 17,58% 31,00% 39,56%
& (9 Nagari) | (11 Nagari) | (23 Nagari) | (32 Nagari) | (56 Nagari) | (72 Nagari)
, . , Nilai Kematangan Inovasi
2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 100 100 100 100 80 80
Perangkat Daerah
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Laju Pertumbuhan Penduduk 1,18% 1,15% 1,15% - - -
Indeks Pembangunan Keluarga - - - 61 71 72

Sumber Data : SK Kepala Dinas Nomor : 800/197.a/Kpts/DPMDPPKB-PS/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
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Pada Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026,
pada Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia terdapat Perubahan Indikator Kinerja
dari semula Indikator Kinerjanya adalah Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2021 sampai
dengan Tahun 2023 diganti menjadi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun
2024 sampai dengan Tahun 2026. Karena tidak selarasnya indikator kinerja yang dimuat dalam
dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
disebabkan adanya penyesuaian kembali Indikator Kinerja tersebut setelah dilakukan
harmonisasi dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
merupakan Instansi Vertikal yang menjadi salah satu Instansi Pembina dan diselaraskan
dengan penyesuaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya untuk Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari hasil rapat koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pesisir Selatan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bahwa laporan
hasil penilaian Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak
ditampilkan pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat asistensi
dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja tidak ditampilkan juga karena berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan arahan kepada Perangkat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan agar tidak menampilkan Nilai Reformasi Birokrasi dan targetnya.

Untuk dokumen data dukung Indikator Kinerja Utama dan Capaian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, pada Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga
diinputkan oleh Operator di 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan di Pendataan Keluarga dan
Aplikasi New Siga BKKBN serta dapat dilihat pada Lampiran Data Dukung Laporan Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Penilaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dengan
realisasi kinerja kelompok indikator Kkinerja sasaran strategis. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang
tepat untuk peningkatan kinerja dimasa akan indikator (performance improvement).

Bila mana indikator sasaran strategis mempunyai makna indikator positif, yaitu :
semakin tinggi realisasi kinerjanya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau
semakin rendah realisasi kinerjanya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka

capaian kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja = x100%
Target Kinerja

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis bertujuan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam merealisasikan target yang telah
ditetapkan. Penilaian hasil pengukuran Capaian Sasaran Strategis menggunakan
klasifikasi penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja

Tahun 2024
No. Klasifikasi Penilaian Kinerja Predikat
1. 85% -100% Sangat Baik
2. 69% - 84% Baik
3. 53% - 68% Cukup
4, <53% Gagal

Sumber Data : Klasifikasi Penilaian Kinerja
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3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; maka ditetapkan

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024
. . L Target Realisasi | Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Kinerja (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang Nilai AKIP Perangkat Daerah 8 1A0 0 8 0A4 4 99,31%
Akuntabel dan Berkinerja (81,00) (80,44)
. o 17,58% 30,77% o
Persentase Nagari Mandiri (32 Nagari) | (56 Nagari) 175,00%
. . . Nilai Kematangan Inovasi
2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 100 0 0,00%
Perangkat Daerah
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61 70,5 115,57%
Total 97,47%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 3 Sasaran Strategis

4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2024, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Dalam hal mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja diwujudkan

dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Dokumen Perangkat Daerah yang telah

dievaluasi dan dilakukan penilaiannya, Berdasarkan Hasil Penilaian AKIP oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja A (81,00%) dan

terrealisasi kinerja A (80,44%) sedangkan untuk capaian kinerja 99,31%.
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- Persentase Nagari Mandiri diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM), terdiri dari
Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan
Nagari Mandiri dan dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari
Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat
hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja
30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja 175,00%.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100 dan

terrealisasi kinerja 0 sedangkan untuk capaian kinerja 0,00%.

3. Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program
pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui Dimensi Ketentraman,
Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari 17 Variabel serta
menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100
dengan kategori, yaitu :

a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;

b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;

c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target kinerja 61 dan

terrealisasi kinerja 70,5 sedangkan untuk capaian kinerja 115,57%.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis dengan
capaian kinerja rata-rata 97,47%. Berdasarkan Kklasifikasi penilaian termasuk Sangat
Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya
dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi
dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta menganalisis penyebab

keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
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3.3. Capaian Kinerja

Berdasarkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan
uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

. Capaian . . q
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja T_a rge:t Re_allse_lsn Kinerja Program ek peeanan Realisasi Anggaran | Capaian
Kinerja Kinerja (%) (Rp.) (Rp.) (%)
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang g A A o Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah o
Akuntabel dan Berkinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah (81,00) (80,44) 99,31% Kabupaten/Kota Rp. 5.153.341.465 Rp. 4.641.315.471 90,06%
Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 100.881.200 Rp. 96.196.205 | 95,36%
. . 17,58% 30,77%
Persentase Nagari Mandiri " . 4 . 175,00%
(32 Nagari) (56 Nagari) Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Rp.  1.254.559.383 Rp. 1.206.466.994 | 96,17%
Masyarakat Hukum Adat
. . . Nilai Kematangan Inovasi
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 100 0 0,00%
Perangkat Daerah
Pengendalian Penduduk Rp. 283.315.042 Rp. 253.531.912 | 89,49%
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61 70,5 115,57%
Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp. 6.564.977.055 Rp. 5.863.156.935 | 89,31%
Total 97,47% Rp. 13.357.074.145 | Rp.12.060.667.517 | 90,29%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penilaian secara mandiri
berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%.
Nilai Reformasi Birokrasi ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan sebagai Asesor Penilaian Reformasi Birokrasi.

Formulasi

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Nilai RB Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian RB dari Inspektorat
Daerah tidak menjadi target Tahun 2024 karena tidak ditampilkan pada dokumen Perjanjian

Kinerja dan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap
Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen Kkinerja, yaitu :
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal.

Formulasi

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan
target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,44) dan capaian kinerja 99,31%.

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian AKIP dari
Inspektorat Daerah dapat dilihat pada lampiran data dukung sesuai Berita Acara Penilaian
Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Atas Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Terbaik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM)
merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan dari rata-rata 3 indeks, yaitu : Indeks
Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan
(IKL) setiap desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun
dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa Membangun, yaitu : Nagari

Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri.
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Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri
Formulasi : X 100%
Jumlah Seluruh Nagari yang ada

dengan hitungan Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri, sebagai berikut :

56 Nagari Mandiri
Formulasi : X 100% =30,77%
182 Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2024 Persentase Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan
target kinerja 17,58% (32 Nagari), terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) dan capaian kinerja
175,00%.

Selanjutnya di update pada Aplikasi IDM dengan Berita Acara Rekapitulasi Penetapan
Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Pesisir Selatan dari Kemendes PDTT dan Buku

Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian
dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Nilai Kematangan Inovasi
merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat
Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi Innovative Government Award (IGA) Kemendagri.
Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi yang kriterianya telah

dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Formulasi

Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi

pada Aplikasi Innovative Government Award (IGA) oleh Kemendagri

Pada Tahun 2024 Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan dengan target kinerja 100, terrealisasi kinerja 0 dan capaian kinerja 0,00%. Inovasi
yang dilakukan, yaitu : Wisuda Lansia pada Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan
Kecamatan IV Jurai.

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian
saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi Innovative Government Award (IGA) oleh
Kemendagri karena tidak di daftarkan pada Klinik Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
dan tidak dilakukannya penginputan data dukung oleh operator terkait inovasi tersebut ke
Aplikasi Innovative Government Award (IGA), maka Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat terlaksana dan tidak dapat terrealisasi

kinerjanya seperti yang diharapkan.
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Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk

per tahun yang diakibatkan oleh meningkatnya angka kelahiran dalam jangka waktu tertentu.

Jumlah Penduduk Saat Ini - Jumlah Penduduk Sebelumnya
Formulasi : X100%
Jumlah Penduduk Sebelumnya

Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk pada IKU tidak menjadi target Tahun
2024 karena tidak ditampilkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
Terdapatnya Perubahan Indikator Kinerja dari semula Indikator Kinerjanya adalah Laju
Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diganti menjadi
Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
Karena tidak selarasnya indikator kinerja yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis,
Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah disebabkan adanya
penyesuaian kembali Indikator Kinerja tersebut setelah dilakukan harmonisasi dengan
Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan Instansi
Vertikal yang menjadi salah satu Instansi Pembina Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya untuk

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor : B-
5935/LP.01/].5/2024 perihal Hasil Indikator Kinerja Utama Pemutakhiran PK24. Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran Program Pembangunan Keluarga yang
ditunjukkan melalui Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang
dibentuk dari 17 Variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori, yaitu :

a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;
c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Formulasi

Persentase dari Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, hasil verifikasi
dan validasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
Sumatera Barat Pendataan Keluarga Tahun 2024 target kinerjanya 61,81. Selanjutnya Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari : 3 Dimensi, yaitu :
Ketentraman Keluarga target kinerjanya 59,08, Kemandirian Keluarga target kinerjanya 49,18
dan Kebahagiaan Keluarga target kinerjanya 70,23, dengan rata-rata 3 Dimensi tersebut hasil
verifikasi dan validasi Pendataan Keluarga Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat menetapkan

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan target kinerjanya 59,49.
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya sama dan
sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Pendataan Keluarga Tahun 2024 target
kinerjanya 61,81, sedangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024 menetapkan target kinerjanya 61, memiliki perbedaan dengan target
kinerja Pendataan Keluarga Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada
Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Keluarga BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024 menetapkan target kinerjanya 61. Pelayanan yang dilakukan tetap dihitung saat
pendataan awal masyarakatnya tidak ditempat, tetapi saat Pendataan Keluarga dilapangan
kepada semua masyarakat dilakukan pelayanan secara optimal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Indeks Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Republik Indonesia Tahun 2023 Menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti mengatakan peningkatan terjadi pada Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga). Untuk iBangga di angka 61,43, artinya secara umum
keluarga di Indonesia berada pada kategori Keluarga Berkembang. Jika dibanding dengan
target iBangga Tahun 2023 sebesar 59,00, capaiannya adalah 104,11% dengan kategori
penilaian Sangat Baik.

Pada Tahun 2024 Indeks Pembangunan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan
target kinerja 61, terrealisasi kinerja 70,5 dan capaian kinerja 115,57%.

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga diinputkan oleh Operator di 15 Balai
Penyuluh KB Kecamatan di Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN serta dapat
dilihat pada Lampiran Data Dukung Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

1.1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

= Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah
a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.4. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Tahun 2024
. . L Target Realisasi | Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Kinerja (%)
2. 3. 1 5. 6.
Terwujudnya Pemerintahan yang g A A o
Akuntabel dan Berkinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah (81,00) (80,44) 99,31%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99,31%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
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Dari Tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 masih menggunakan Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diperoleh
dari hasil evaluasi Dokumen Perangkat Daerah terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target
kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,44) dan capaian kinerja 99,31%, maka
untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk

klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024

dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No Indikator Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
" | Kinerja 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Nilai
AKIP Tanpa A A A* A A Ax . . o
Perangkat | Satuan | (81,00) | (81,00) | (81,00) | (80,17) | (80,44) | (80,44) | 2&98% | 99,31% | 99,31%
Daerah

Sumber Data : LHE AKIP Pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
Keterangan :*) Data Capaian Kinerja Tahun 2023

Dari Tabel 3.5. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian
Berdasarakan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun
sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2022, yaitu : A (80,17),
diperoleh penilaian Berdasarakan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen
Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun
2023, yaitu : A (80,44) dan diperoleh penilaian Berdasarakan Laporan Hasil
Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan
pada penilaian Tahun 2024, yaitu : A (80,44)*.
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c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024
dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

. . o Realisasi Target Capaian Tingkat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2024 2021-2026 (%) [
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Akan
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang o A A o tercapai
Akuntabel dan Berkinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah (80,44) (81,00) 99,31% (sama atau
100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.6. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja
sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen
Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran
Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : A (80,00) sampai dengan Tahun
2026 memiliki target kinerja A (81,00). Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari
realisasi kinerja dibandingan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026
diperoleh rata-rata capaian kinerja 99,30% diharapkan dapat mengalami
peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja
sebelumnya atau 100%.

. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan

Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan

Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Kabupaten
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

. . L Target Realisasi | Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Kinerja (%)
2. 3. 4. 58 6.
Terwujudnya Pemerintahan yang Nilai Akuntabilitas Kinerja A A 99 31%
Akuntabel dan Berkinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (81,00) (80,44) 270

Sumber Data : Laporan Kinerja DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Tabel 3.8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

C ia
M Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi E:";:' " Kategori
(1} (2} (3} )] {5) (6]} T}
7. Meningkatnya Milai Akuntabilitas Kinerja BB(74.08) BB (79.27) 107 Sangat Tinggi
Akuntabilitas Kinerja OPD
Sumber Data : Laporan Kinerja DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
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Tabel 3.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Nasional
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Tahun 2023

. . Capaian
Target Realisasi |I1r:'llflrja I<eterangar

embangunan Daerah Tertinggal dan / , Tercapa
Transmigrasi

Sumber Data : Laporan Kinerja KEMENDESPDTT Republik Indonesia Tahun 2023

Tabel 3.10. Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Realisasi Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja DPMDPPKB DP3AP2KB KEMENDESPDTT
Kabupaten Provinsi Republik
Pesisir Selatan | Sumatera Barat Indonesia
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Terwujudnya Pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja A BB B
yang Akuntabel dan Berkinerja | Instansi Pemerintah (AKIP) (80,44) (79,27) (66,96)

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk
mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui implementasi SAKIP
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
:700.1.2.1/709/Insp-PS/2024 memperoleh nilai 80,44% dengan Kategori Predikat
A Interpretasi Memuaskan, terdapat gambaran bahwa Instansi Pemerintah/unit
kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan Pemerintahan berorientasi
hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke Level Eselon

4 /Pengawas/Sub Koordinator.
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Tabel 3.11. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/709/Insp-PS/2024

No. Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 2023

1. | Perencanaan Kinerja 30,00 27,68

2. | Pengukuran Kinerja 30,00 19,87

3. | Pelaporan Kinerja 15,00 12,39

4. | Evaluasi Internal 25,00 20,50
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja 100,00
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 80,44
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori) A

Sumber Data : LHE AKIP Tahun 2023 Pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/709/Insp-PS/2024

Dari Tabel 3.11. di atas dapat dilihat bahwa Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa,

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

komponen yang dinilai terdiri dari :

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

700.1.2.1/709/Insp-PS/2024 dengan

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Perangakat Daerah dengan bobot

penilaian yang telah ditentukan maka Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

Selatan dilakukan penilaian sesuai dengan komponen yang dinilai tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

dan Berkinerja

Tingkat
Sasaran Indikator Target Realisasi Ca}pale_m Alokasi Realisasi Capaian Efisiensi
No. Stratesis Kineria Kineria Kineria Kinerja Anggaran Anggaran Anggaran Sumber
s ! ! ! (%) (Rp) (Rp) (%) Daya
(%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
" | Pemeriniahan | NIaAKIP | A
0, 0, 0,
yang Akuntabel gireigikat (81,00) (80,44) 99,31% Rp. 5.153.341.465 Rp. 4.641.315.471 90,06% 9,94%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.12. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah
dengan target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,44) dan capaian kinerja
99,31%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai
berikut :
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(Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran) - Realisasi Anggaran Keluaran
Efisiensi = x100%
Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%
dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Efisiensi Sumber Daya Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 9,94%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
yang menunjang Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah, yaitu :

. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan terdiri dari :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN;

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor;

=

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

o o

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Mebel;
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6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator

Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2024 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.153.341.465 dan terrealisasi anggaran Rp.
4.641.315.471 sedangkan untuk capaian anggaran 90,06%.

1.2. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
= Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.13. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Tahun 2024
. . L Target Realisasi Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Kinerja (%)
1. 2. 3. 4 5. 6.
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang . . 17,58% 30,77% o
Akuntabel dan Berkinerja Persentase Nagari Mandiri (32 Nagari) | (56 Nagari) 175,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 175,00%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
Dari Tabel 3.13. di atas dapat dilihat bahwa Persentase Nagari Mandiri

diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM), terdiri dari Nagari Sangat Tertinggal,

Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri dan

dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli

Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan

Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat

hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja

30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja 175,00%.
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Dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja
17,58% (32 Nagari) dan terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk
capaian kinerja 175,00%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian

kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir
Indikator Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
No. .. Satuan
Kinerja 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 2. 3. 4 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. | Persentase 6,04% | 12,64% | 17,58% | 9,89% | 17,58% | 30,77%
Nagari % (11 (23 (32 (18 (32 (56 | 163,74% | 139,10% | 175,00%
Mandiri Nagari) | Nagari) | Nagari) | Nagari) | Nagari) | Nagari)

Sumber Data : Berita Acara dan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

Dari Tabel 3.14. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Persentase Nagari Mandiri pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarakan Buku Indeks
Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa
Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian
Tahun 2022, yaitu :
Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks

9,89% (18 Nagari), diperoleh penilaian Berdasarakan Buku

Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian
Tahun 2023, yaitu : 17,58% (32 Nagari) dan diperoleh penilaian Berdasarakan Buku
Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks
Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian
Tahun 2024, yaitu : 30,77% (56 Nagari).

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024
dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

. . L Realisasi Target Capaian Tingkat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2024 2021-2026 (%) Kemajuan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Akan
1. | Terwujudnya Pemerintahan . . 30,77% 39,56% o tercapai
yang Akuntabel dan Berkinerja Persentase Nagari Mandiri (56 Nagari) | (72 Nagari) 77,78% (sama atau
100%)
Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
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Dari Tabel 3.15. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja
sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen
Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran
Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : 4,95% (9 Nagari) sampai dengan
Tahun 2026 memiliki target kinerja 39,56% (72 Nagari). Selanjutnya capaian
kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingan dengan target kinerja sampai
dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 77,78% diharapkan dapat
mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target
kinerja sebelumnya atau 100%.

. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan
Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan

Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.16. Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Kabupaten

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja ;::;gr‘;; ngi?llii?:i Cag)zi]an
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang : . 17,58% 30,77%
Akuntabel dan Berkinerja Persentase Nagari Mandiri (32 Nagari) | (56 Nagari) 175,00%
Sumber Data : Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Tabel 3.17. Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Hasil Pemutakhiran Data IDM Desa/Nagari
Sumatera Barat Tahun 2024
Status IDM 2023 2024
Mandiri 226 | 21.84% | 368 [35.55%
Maju 486 |46.96% | 445 |143.00%
Berkembang 298 [28.79% | 212 |20.48%
Tertinggal 25 2.42% 10 0.97%
Sangat Tertinggal 0 0.00% 0 0.00%
Jumlah Desa/Nagari | 1035 100% 1035 100%
Sumber Data : Buku Indeks Desa Membangun (IDM) DPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
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Tabel 3.18. Persentase Nagari Mandiri dengan Standar Nasional
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Tahun 2023

L Capaian
IKU Target Realisasi Kinerja [Keterangan
%)
Persentase desa mandir 7. 27% (5444 15,22% (11456 209.38% Tercapa
desa) desa)
[Persentase desa berkembang 77.84% (58291 68,83% (51.801 BB.42% Belum
desa) desa) Tercapa
Persentase desa lertingga 14,85% (11152 2 32,88% Belum
desa) Tercapa
Persentase kermiskinan didesa 10,80-12,10% 2.22% 59,01 Belum
Tercapa

Sumber Data : Laporan Kinerja KEMENDESPDTT Republik Indonesia Tahun 2023

Tabel 3.19. Perbandingan Persentase Nagari Mandiri

dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Realisasi Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja DPMDPPKB DPMD KEMENDESPDTT
Kabupaten Provinsi Republik
Pesisir Selatan | Sumatera Barat Indonesia
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Terwujudnya Pemerintahan Persentase Nagari Mandiri 30,77% 35,55% 15,22%
yang Akuntabel dan Berkinerja § (56 Nagari) (368 Nagari) (11.456 Nagari)

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Tahun 2023 Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah komposit yang dibentuk dari Indeks
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun; untuk menuju Desa Maju dan Desa Mandiri memerlukan kerangka
kerja pembangunan berkelanjutan.

Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan menjadi kekuatan yang saling
mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk kesejahteraan
masyarakat Desa, sehingga kebijakan dan aktivitas pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan,
didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan
dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.
Selanjutnya Indeks Desa Membangun juga didayagunakan untuk mengarahkan
keakurasian intervensi kebijakan Pemerintah sesuai dengan partisipasi
masyarakat dan karakteristik wilayah Desa (tipologi dan modal sosial) yang saling

berkorelasi.
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- Faktor Keberhasilan Desa/Nagari Mandiri :
a. Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan dan Papan);
b. Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur);
c. Lingkungan;
d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
- Faktor Hambatan/Kendala Desa/Nagari Mandiri :
a. Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa/Nagari yang memiliki
kompetensi pada bidang tersebut;
c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasana pendukung untuk
pelaksanaan kegiatan di Desa/Nagari.
- Solusi Desa/Nagari Mandiri :

Dalam Penetapan Desa/Nagari Mandiri terhadap penyusunan perencanaan
Nagari beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah Pelayanan Dasar, Kebutuhan
Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang mempunyai ketersediaan akses
terhadap pelayanan dasar yang mencakup : infrastruktur yang memadai
aksebilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta
penyelengaraan Pemerintahan yang sudah Sangat Baik dan Desa/Nagari Mandiri
adalah Desa/Nagari yang memiliki Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) > 75%.
dengan rincian Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Jumlah Nagari Mandiri Tahun 2024 terdapat 56 Nagari Mandiri pada Tahun
2024 dari 182 Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini Tabel
Lokasi Nagari Mandiri Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :
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Tabel 3.20. Rekap Data IDM Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024
No. Nama Kecamatan Nama Desa/Nagari IKS IKE IKL IDM Status IDM
1. Pancung Soal Kudo-Kudo Inderapura 0,8457 0,9333 0,9333 0,9041 Mandiri
2. Pancung Soal Inderapura Selatan 0,8629 0,7667 0,8667 0,8321 Mandiri
3. Pancung Soal Simpang Lama Inderapura 0,88 0,8667 0,7333 0,8267 Mandiri
4. | Pancung Soal Tigo Sungai Inderapura 0,9029 0,7833 0,8667 0,851 Mandiri
5. Ranah Pesisir Pelangai 0,7486 0,9833 1 0,9106 Mandiri
6. | Ranah Pesisir Koto Viii Pelangai 0,8971 0,6833 0,8667 | 0,8157 Mandiri
7. Lengayang Kambang 0,8686 0,8333 0,9333 0,8784 Mandiri
8. Lengayang Lakitan 0,8057 0,8667 0,9333 0,8686 Mandiri
9. Lengayang Kambang Barat 0,8457 0,8167 0,8667 0,843 Mandiri
10. | Lengayang Lakitan Utara 0,8971 0,8333 0,8667 | 0,8657 Mandiri
11. | Batang Kapas Iv Koto Hilie 0,8286 0,85 0,8 0,8262 Mandiri
12. | Batang Kapas Koto Nan Duo Iv Koto Hilie 0,8629 0,6667 1 0,8432 Mandiri
13. | Batang Kapas Sungai Nyalo Iv Koto Mudiek 0,8 0,7167 0,9333 | 0,8167 Mandiri
14. | IV ]urai Painan 0,9086 0,8667 1 0,9251 Mandiri
15. | IV]urai Salido 0,9829 0,7833 0,9333 | 0,8998 Mandiri
16. | IV ]Jurai Lumpo 0,84 0,8 0,8667 0,8356 Mandiri
17. | IV]Jurai Bunga Pasang Salido 0,8571 0,7 1 0,8524 Mandiri
18. | IV]Jurai Sago Salido 0,96 0,85 0,9333 0,9144 Mandiri
19. | IV]Jurai Ampuan Lumpo 0,8514 | 0,7333 0,8667 | 0,8171 Mandiri
20. | IV]urai Painan Selatan Painan 0,9486 0,8667 0,9333 0,9162 Mandiri
21. | IV ]urai Painan Timur Painan 0,8914 0,8 1 0,8971 Mandiri
22. | Bayang Koto Berapak 0,8229 0,8667 0,8 0,8298 Mandiri
23. | Bayang Pasar Baru 0,92 0,95 0,8 0,89 Mandiri
24. | Koto XI Tarusan Nanggalo 0,7714 0,9333 0,8 0,8349 Mandiri
25. | Koto XI Tarusan Ampang Pulai 0,8171 0,7167 0,9333 0,8224 Mandiri
26. | Koto XI Tarusan Barung-Barung Balantai 0,8914 0,9 0,8 0,8638 Mandiri
27. | Koto XI Tarusan Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai 0,8286 0,75 0,9333 | 0,8373 Mandiri
28. | Koto XI Tarusan Batu Hampar Selatan 0,8571 0,8333 0,8 0,8302 Mandiri
29. | Sutera Surantih 0,84 0,9 0,7333 0,8244 Mandiri
30. | Sutera Amping Parak 0,8 0,85 1 0,8833 Mandiri
31. | Linggo Sari Baganti Punggasan 0,9086 0,8167 0,8667 0,864 Mandiri
32. | Linggo Sari Baganti Air Haji 0,8857 0,8167 1 0,9008 Mandiri
33. | Linggo Sari Baganti Air Haji Barat 0,8857 0,7 0,8667 | 0,8175 Mandiri
34. | Lunang Lunang 0,9086 0,8667 0,8667 | 0,8806 Mandiri
35. | Lunang Lunang Selatan 0,9429 0,8833 0,7333 0,8532 Mandiri
36. | Lunang Lunang Barat 0,8857 0,7167 0,8667 0,823 Mandiri
37. | Lunang Sindang Lunang 0,84 0,75 0,8667 0,8189 Mandiri
38. | Lunang Pondok Parian Lunang 0,8743 0,75 0,8667 | 0,8303 Mandiri
39. | Lunang Lunang Tengah 0,8343 0,7667 | 0,8667 | 0,8225 Mandiri
40. | Lunang Lunang Satu 0,8914 0,9 0,6667 | 0,8194 Mandiri
41. | Lunang Lunang Dua 0,8571 0,7833 0,9333 0,8579 Mandiri
42. | Lunang Lunang Tiga 0,8629 0,8167 0,8667 0,8487 Mandiri
43. | Basa Ampek Balai Tapan | Pasar Tapan 0,9486 0,85 0,9333 | 0,9106 Mandiri
44, | Basa Ampek Balai Tapan | Riak Danau Tapan 0,8686 0,9667 0,8 0,8784 Mandiri
45. | Basa Ampek Balai Tapan | Koto Anau Tapan 0,8743 0,65 1 0,8414 Mandiri
46. | IV Nagari Bayang Utara Puluik-Puluik 0,84 0,8 0,9333 0,8578 Mandiri
47. | IV Nagari Bayang Utara Puluik-Puluik Selatan 0,8114 0,7167 0,9333 0,8205 Mandiri
48. | Airpura Inderapura Utara 0,8971 0,6167 0,9333 0,8157 Mandiri
49, | Airpura Muara Inderapura 0,84 0,7833 0,9333 | 0,8522 Mandiri
50. | Airpura Lalang Panjang Inderapura 0,9029 0,8167 1 0,9065 Mandiri
51. | Airpura Tanah Bakali Inderapura 0,92 0,7 0,9333 | 0,8511 Mandiri
52. | Airpura Inderapura Timur 0,7486 0,7167 1 0,8217 Mandiri
53. | Silaut Sungai Sirah 0,8 0,8833 0,8667 0,85 Mandiri
54. | Silaut Pasir Binjai 0,7943 0,75 0,9333 | 0,8259 Mandiri
55. | Silaut Lubuk Bunta 0,8343 0,8667 0,8667 | 0,8559 Mandiri
56. | Silaut Air Hitam 0,8171 0,7 0,9333 | 0,8168 Mandiri
Sumber Data : Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
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Dari Tabel 3.20. Rekap Data IDM Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024 dapat dilihat bahwa Nagari Mandiri diukur Berdasarkan

Indeks Komposit, yaitu :

- IKS (Indeks Komposit Sosial) dengan Dimensi terdiri dari :

Pendidikan, Modal Sosial dan Permukiman;

- IKE (Indeks Komposit Ekonomi) dengan Dimensi terdiri dari :

Kesehatan,

Keragaman

Produksi, Perdagangan, Akses Distribusi, Akses Kredit, Lembaga Ekonomi dan
Keterbukaan Wilayah;

- IKL (Indeks Komposit Lingkungan) dengan Dimensi terdiri dari :

Lingkungan dan Potensi dan Tanggap Bencana.

Kualitas

Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 17,58%

(32 Nagari), terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) dan capaian kinerja 175,00%,

maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut

termasuk nilai predikatnya Sangat Baik.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.21. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tingkat
Sasaran Indikator Target Realisasi Ca.pala_m Alokasi Realisasi Capaian Efisiensi
No. Strategis Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Anggaran | Sumber
(%) (Rp.) (Rp.) (%) Daya
(%)
1 2 3. 4. 5. 6. o 8. 9. 10.
L Terwujudnya Persentase
i 0, 0,
Pemerintahan Nagari 17,58% 30.77% | 17500% | Rp. 100.881.200 | Rp.  96.196.205 | 9536% 4,64%
yang Akuntabel . (32 Nagari) (56 Nagari)
L Mandiri
dan Berkinerja

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.21. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri

dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari), terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari)

dan capaian kinerja 175,00%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya

dengan rumus sebagai berikut :

Efisiensi =

(Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran) - Realisasi Anggaran Keluaran

Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran

x100%

Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 100%

dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 4,64%.
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g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
yang menunjang Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri, yaitu :

I. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

c. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar

Desa;

d. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

II. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan

Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan terdiri dari :

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator
Kinerja Persentase Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024 dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran
Rp. 100.881.200 dan terrealisasi anggaran Rp. 96.196.205 sedangkan untuk capaian
anggaran 95,36%. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 1.254.559.383 dan terrealisasi
anggaran Rp. 1.206.466.994 sedangkan untuk capaian anggaran 96,17%.
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2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.22. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Tahun 2024
q . L Target Realisasi | Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja e e (%)
1 2. 3. 4. 5. 6.
. . . Nilai Kematangan Inovasi
1. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 100 0 0,00%
Perangkat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.22. di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan

target kinerja 100 dan terrealisasi kinerja 0 sedangkan untuk capaian kinerja

0,00%.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024

dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan

Beberapa Tahun Terakhir

No Indikator Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
) Kinerja 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12.
1. | Nilai
Kematangan Tanpa
Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuan
Perangkat
Daerah

Sumber Data : Rekap Nilai Inovasi Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.23. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Nilai Kematangan Inovasi Perangkat

Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarakan

Rekap Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan

pada penilaian Tahun 2022, yaitu : 0, diperoleh penilaian Berdasarakan Rekap

Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada

penilaian Tahun 2023, yaitu : 0 dan diperoleh penilaian Berdasarakan Rekap Nilai

Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada

penilaian Tahun 2024, yaitu : 0.
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c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024

dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

. . o Realisasi Target Capaian | Tingkat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2024 2021-2026 (%) Kemajuan
1. 2. 3. 4. 5 6. Yo
Akan
. . . Nilai Kematangan Inovasi tercapai
1. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 0 80 0%
Perangkat Daerah (sama atau
100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.24. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja

sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen

Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis

pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : 100 sampai dengan Tahun 2026 memiliki

target kinerja 80. Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja

dibandingan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata

capaian kinerja 0% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang

akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan

Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional,
tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan :

Berbeda dan berubahnya inovasi dari tahun sebelumnya, sehingga inovasi
tersebut belum bisa terlaksana dan diterapkan secara optimal, seperti yang
diharapkan, karena belum dibentuknya Tim Khusus untuk melaksanakan inovasi
yang diusulkan dan adanya kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia yang
melaksanakan inovasi tersebut serta operator khusus inovasi yang membantu
pelaksanaan kegiatan untuk melakukan upload dokumen, data terkait inovasi

tersebut ke aplikasi inovasi dan ke Klinik Inovasi di Kab. Pesisir Selatan.
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f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terwujudnya dan tidak tercapainya Nilai Kematangan Inovasi Dinas

Berencana

Kabupaten

Solusi yang dilakukan :

Pesisir

Selatan

lain/stakeholder terkait Perangkat Daerah tersebut.

dikarenakan

masih

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
bersifat
manual/konvensional, belum terintegrasi, kemanfaatan inovasi hanya terfokus
pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah

Meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi dengan cara meningkatkan

terkait Perangkat Daerah tersebut.

Tabel 3.25. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital,
terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain/stakeholder

Daerah

Tingkat
Sasaran Indikator Target Realisasi Ca!paiz?n Alokasi Realisasi Capaian Efisiensi
No. Strategis Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Anggaran Sumber
(%) (Rp.) (Rp.) (%) Daya
(%)
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nilai
1. Meningkatnya Kematangan
Kualitas Inovasi Inovasi 100 0 0,00% 0,00%
Daerah Perangkat

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.25. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi

Perangkat Daerah dengan target kinerja 100, terrealisasi kinerja 0 dan capaian

kinerja 0,00%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus

sebagai berikut :

Efisiensi =

(Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran) - Realisasi Anggaran Keluaran

Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran

x100%

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target

kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 0,00%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;

2. Evaluasi komitmen kinerja Perangkat Daerah terkait inovasi;

3. Manajemen inovasi; dan

4. Keberlanjutan inovasi.
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g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
yang menunjang Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah,
yaitu : keterbatasan anggaran serta tidak adanya Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang mendukung terlaksananya inovasi Perangkat Daerah, sehingga ASN
terkait inovasi tidak bisa melaksanakannya dan kurangnya sumber daya manusia

yang mengelola inovasi tersebut.

3. Terwujudnya Keluarga Bahagia
a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.26. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia

Tahun 2024
. . s Target Realisasi Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Kinerja (%)
1 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61 70,5 115,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 115,57%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.26. di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Indeks
Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan target kinerja
61, terrealisasi kinerja 70,5 dan capaian kinerja 115,57%, maka untuk mengukur
keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian
kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No Indikator Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
) Kinerja 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 2022 2023 2024
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. | Indeks Tanpa
Pembangunan p - - 61 - - 70,5 - - 115,57%
Satuan
Keluarga

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN
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Dari Tabel 3.27. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten

Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarakan Aplikasi Sistem Informasi
Keluarga BKKBN Tahun 2022-2023, yaitu : tidak ada karena berbeda Indikator

Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dan diperoleh penilaian Berdasarakan

Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga Tahun
2024, yaitu : 70,5.

c¢. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024

dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

. . L Realisasi Target Capaian | Tingkat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2024 2021-2026 (%) Kemajuan
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Akan
: . tercapai
1. | Terwujudnya Keluarga Bahagia | Indeks Pembangunan Keluarga 70,5 72 97,91%
(sama atau
100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.28. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja

sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Dokumen

Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis

pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021-2026, mulai dari Tahun 2024, yaitu: 70,5 sampai dengan Tahun 2026 memiliki

target kinerja 72. Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja

dibandingan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata

capaian kinerja 97,91% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja

yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan

Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan

Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.29. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Kabupaten

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja ;;?rei; ngfnlii?:i Ca(;;zi)an
1 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61 70,5 115,57%
Sumber Data : Laporan Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
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Dari Tabel 3.29. di atas dapat dilihat bahwa Berdasarkan Surat Perwakilan
BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor : B-5935/LP.01/].5/2024 perihal Hasil
Indikator Kinerja Utama Pemutakhiran PK24, hasil verifikasi dan validasi Perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat
Pendataan Keluarga Tahun 2024 target kinerjanya 61,81. Selanjutnya Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari : 3 Dimensi,
yaitu : Ketentraman Keluarga target kinerjanya 59,08, Kemandirian Keluarga target
kinerjanya 49,18 dan Kebahagiaan Keluarga target kinerjanya 70,23, dengan rata-
rata 3 Dimensi tersebut hasil verifikasi dan validasi Pendataan Keluarga Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat menetapkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Pesisir Selatan target kinerjanya 59,49.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target
kinerjanya sama dan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat
Pendataan Keluarga Tahun 2024 target kinerjanya 61,81, sedangkan Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
menetapkan target kinerjanya 61, memiliki perbedaan dengan target Kkinerja
Pendataan Keluarga Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada
Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Keluarga BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan target Kkinerjanya 61. Pelayanan yang
dilakukan tetap dihitung saat pendataan awal masyarakatnya tidak ditempat, tetapi
saat Pendataan Keluarga dilapangan kepada semua masyarakat dilakukan pelayanan
secara optimal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.30. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Indikator LEElIERE] Capaian
No. Tujuan . Target Indikator
Tujuan . (%)
Tujuan
1. | Meningkatnya 1. Indeks 61,38 60,99 99,36%
Ketahanan dan Pembangunan
Kesejahteraan Keluarga
Keluarga, (iBangga)
Pemberdayaan 2. Indeks 94,25 94,72 100,50%
Perempuan dan Pembangunan
Perlindungan Gender (IPG)
Anak 3. Indeks 60,01 65,48 109,12%
Pemberdayaan
Gender (IDG)
4. Indeks 65,95 63,65 96,51%
Perlindungan
Anak (IPA)

Sumber Data : Laporan Kinerja DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
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Tabel 3.31. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

. . L Target | Realisasi | Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinexjal [ Kinerja (%)
1. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga 61,81 61,2 99,01%

Sumber Data : Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor : B-5935/LP.01/].5/2024 perihal Hasil Indikator Kinerja Utama

Pemutakhiran PK24

Tabel 3.32. Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Nasional
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Republik Indonesia Tahun 2023

. . s Target | Realisasi | Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja | Kinerfa (%)
1. | Terwujudnya Keluarga Bahagia I(?};i:ll:;gl;()ambangunan Keluarga 59,00 61,43 104,11%

Sumber Data : Website : https://www.rri.co.id/nasional/583212/bkkbn-catat-capaian-indikator-pembangunan-keluarga-penuhi-target

Dari Tabel 3.32. di atas dapat dilihat bahwa menurut Deputi Bidang Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti mengatakan
peningkatan terjadi pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Untuk iBangga di
angka 61,43, artinya secara umum keluarga di Indonesia berada pada kategori Keluarga
Berkembang. Jika dibanding dengan target iBangga Tahun 2023 sebesar 59,00,
capaiannya adalah 104,11% dengan kategori penilaian Sangat Baik.

Tabel 3.33. Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga
dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Realisasi Kinerja
Perwakilan
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja DPMDPPKB DP?’AI_’ZK_B BKKBN BKKBN
Kabupaten Provinsi .. Republik
.. Provinsi .
Pesisir Selatan Sumatera Barat Indonesia
Sumatera Barat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Terwujudnya Indeks
' jucnya Pembangunan 70,5 60,99 61,2 61,43
Keluarga Bahagia
Keluarga

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Tahun 2023 Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan wukuran program
pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui Dimensi Ketentraman, Kemandirian
dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari 17 Variabel serta menggambarkan peran
dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori, yaitu :

a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70;
c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target kinerja 61 dan terrealisasi
kinerja 70,5 sedangkan untuk capaian kinerja 115,57% termasuk Nilai >70 iBangga
yang baik (tangguh) di Kabupaten Pesisir Selatan.
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f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.34. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tingkat
Sasaran Indikator Target Realisasi Ca_pala.m Alokasi Realisasi Capaian Efisiensi
No. Strategis Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Anggaran Sumber
(%) (Rp.) (Rp.) (%) Daya
(%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Indek Rp. 283.315.042 | Rp. 253.531.912 89,49% 10,51%
. naeks
Lo | Terwujudnya = b0 ounan | 61 705 | 11557%
Keluarga Bahagia Keluarea
8 Rp. 6.564.977.055 | Rp.5.863.156.935 89,31% 10,69%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.34. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan

Keluarga dengan target kinerja 61, terrealisasi kinerja 70,5 dan capaian kinerja

115,57%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus

sebagai berikut :

(Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran) - Realisasi Anggaran Keluaran

Efisiensi =

Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran

x100%

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dengan target kinerja 100%

dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 10,51% dan 10,69%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

yang menunjang Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga, yaitu :

L.

Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan terdiri dari :

1. Pemetaan

Perkiraan

Penduduk

Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

Pengendalian

Cakupan

Daerah

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;

b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;

c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;
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II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan terdiri dari :

2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga
Kencana;

b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);

c. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak
dan Elektronik serta Media Luar Ruang;

d. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja;

Kegiatan terdiri dari :

3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Sub Kegiatan :

a. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh
PKB/PLKB;

b. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya;

c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP);

d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

Kegiatan terdiri dari :

4, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Sub Kegiatan :

a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;

b. Pembinaan Terpadu Kampung KB;

c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung
Keluarga Berkualitas;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator
Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2024 dengan Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 283.315.042
dan terrealisasi anggaran Rp. 253.531.912 sedangkan untuk capaian anggaran
89,49%. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp.
6.564.977.055 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.863.156.935 sedangkan untuk capaian
anggaran 89,31%.
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3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdapat
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menunjang pencapaian
3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada Tabel 2.2. dan 2.3. sebagai berikut :

Tabel 3.35. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Menunjang Sasaran Strategis

Target Realisasi Capaian Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran | Capaian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja arge . Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 88 g8 P
Kinerja Kinerja (%) (Rp.) (Rp.) (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. | Terwujudnya Pemerintahanyang | Nilai AKIP Perangkat Daerah 8 le 0 8 0A4 4 99,31% g“’g”l']“[‘(');"““:a“g]? rt"sa“ [HEEIr T 5.153.341.465 4.641.315.471 | 90,06%
Akuntabel dan Berkinerja (81,00) (80,44) aerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan 18.444.800 18.407.400 | 99,80%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 18.444.800 18.407.400 | 99,80%
Perencanaan Perangkat Daerah
Keglatan Administrasi Keuangan 4.191.126.305 3.785.467.838 | 90,32%
Perangkat Daerah
il;l;\IKeglatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 4125.862.305 3.720.285.838 | 90.17%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi 65.264.000 65.182.000 | 99,.87%
Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan Administrasi Barang Milik o
Dl e A ey e 6.404.400 4.027.600 | 62,89%
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik N
Daerah SKPD 6.404.400 4.027.600 | 62,89%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 338.490.403 328.239.884 | 96,97%
Daerah
Sgb Keglatan Penyediaan Komponen Instalasi 4133.900 3.064.000 | 74,12%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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Capaian

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja T.arge_t Re.ahs?m Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sleislineean Rl erany s paian
Kinerja Kinerja (%) (Rp.) (Rp.) (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 60.461.714 55.970.000 | 92,57%
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 34.521.534 34.520.200 100%
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 20.454.255 29.454.105 100%
Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.800.000 1.650.000 | 91,67%
Peraturan Perundang-Undangan
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.315.000 13.800.600 | 75,35%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat o
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 189.804.000 189.780.979 | 99,99%
Keglat:sm Pengadaan Bara.ng Milik Daerah 29.914.500 28.250.000 | 94,44%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 29.914.500 28.250.000 | 94,44%
LRI BRI Bl ST 234.881.057 212.680.249 | 90,55%
Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, o
Sumber Daya Air dan Listrik 44.849.980 32.212.280 | 7182%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 190.031.077 180.467.969 | 94,.97%
Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 334.080.000 264.242.500 | 79,10%
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Biaya Pemellharaan dan Pajak Kenda.lraan 40.690.000 40.102.950 | 98,56%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 269.160.000 202.249.550 75,14%
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub .Kegl:f\tan Pemeliharaan Peralatan dan 8.350.000 7.650.000 | 91,62%
Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pemellharaan/Reha}bllltam 15.880.000 14.240.000 | 89,67%
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja

Capaian
Kinerja
(%)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Alokasi Anggaran
(Rp.)

Realisasi Anggaran
(Rp.)

Capaian
(%)

4.

5.

6.

8.

10.

Persentase Nagari Mandiri

17,58%
(32 Nagari)

30,77%
(56 Nagari)

175,00%

Program Administrasi Pemerintahan Desa

100.881.200

96.196.205

95,36%

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa

100.881.200

96.196.205

95,36%

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa

16.393.400

14.928.500

91,06%

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengeloaan Keuangan
Desa

25.000.000

24.230.000

96,92%

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan
BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar
Desa

34.487.800

34.481.950

99,98%

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

25.000.000

22.555.755

90,22%

Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

1.254.559.383

1.206.466.994

96,17%

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.254.559.383

1.206.466.994

96,17%

Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi
Masyarakat Hukum Adat

15.480.900

13.910.500

89,86%

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM dan Karang Taruuna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

1.239.078.483

1.192.556.494

96,25%

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Nilai Kematangan Inovasi

Perangkat Daerah

100

0,00%
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Capaian

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja T_a rge:t Re.ahs?s' Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan glektinesay R eeian feanaian
Kinerja Kinerja (%) (Rp.) (Rp.) (%)

1. 28 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61 70,5 115,57% | Program Pengendalian Penduduk 283.315.042 253.531.912 | 89,49%
Kegiatan Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 283.315.042 253.531.912 | 89,49%
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemb'inaan dan Pengawasan 84.115.042 83.689.020 | 99,49%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi 109.200.000 109.150.000 | 99,95%
Keluarga
Sub Keglat.an Pengolahan dan Pelaporan Data 90.000.000 60.692.892 | 67,44%
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
a‘zgram Pembinaan Keluarga Berencana 6.564.977.055 5.863.156.935 | 89,31%
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 0
N 1.513.989.855 1.293.299.350 | 85,42%
Kearifan Budaya Lokal
Sub Keglétan P.’engelolaan Operasional dan 858.999 855 762.548.800 | 88,77%
Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program Bangga Kencana melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) 224.998.000 186.600.000 | 82,93%
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program
Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak 150.000.000 108.685.000 | 72,46%
dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga
Kencana oleh Pokja Advokasi kepada 279.992.000 235.465.550 | 84,10%
Stakeholders dan Mitra Kerja
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 0
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 546.000.000 529.850.000 | 97,04%
Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program
Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh 546.000.000 529.850.000 | 97,04%
PKB/PLKB
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Kegiatan Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah Kabupaten/Kota

763.146.000

746.854.585

97,87%

Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
Penunjanng Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

44.970.555

44.528.545

99,02%

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MK]JP)

656.375.445

640.802.240

97,63%

Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

61.800.000

61.523.800

99,55%

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

3.741.841.200

3.293.153.000

88,01%

Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas
Sektor di Kampung KB

3.749.000

3.749.000

100%

Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung
KB

1.409.492.200

1.207.524.000

85,67%

Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program Bangga Kencana di Kampung
Keluarga Berkualitas

Sumber Data : Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan Realisasi Anggaran DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dari Fungsional Desember Tahun 2024
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Dari Tabel 3.35 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerja 97,47%.
Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024 untuk menunjang pencapaian 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV, JFT dan Staf Lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperoleh total anggaran Rp. 13.357.074.145 dan
terrealisasi anggaran Rp. 12.060.667.517 sedangkan untuk capaian anggaran 90,29%.

2. Dalam melaksanakan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dengan
pengukuran sasaran strategis, maka diperoleh rata-rata capaian program 90,29%.
Berdasarkan Kklasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik
ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan
lagi menuju Sangat Baik.

3. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dari awal pelaksanaan sampai akhir
pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.296.406.628,

maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

(Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran) - Realisasi Anggaran Keluaran
Efisiensi = x100%
Pagu Anggaran Keluaran x Capaian Keluaran

Dari 4 Indikator Kinerja telah ditetapkan dengan target kinerja 100% dikurangi dengan
capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan, yaitu : 9,71%.

4. Dalam mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Perjanjian
Kinerja (PK) secara berjenjang dan bertingkat dengan atasan langsung, yaitu : mulai dari
Kepala Dinas (Eselon II) dengan bertanggungjawab kepada Bupati, Sekretaris Dinas dan
Kepala Bidang (Eselon III) dengan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Kepala Sub
Bagian dan Fungsional Tertentu (Eselon [V) dengan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Dinas dan Kepala Bidang, serta Staf dengan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian
dan Kepala Bidang ataupun Sekretaris Dinas, yang telah melakukan Perjanjiaan Kinerja
dengan masing-masing atasan langsung, agar alokasi anggaran dan realisasi anggaran

dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan, sebagai berikut :

a. Capaian Sasaran Strategis
Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdiri dari 4 indikator kinerja,
maka capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan
rincian sebagai berikut:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, terdiri dari 2
indikator kinerja, yaitu :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (81,00) dan terrealisasi
kinerja A (80,44) sedangkan untuk capaian kinerja 99,31%.

- Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 17,58% (32 Nagari) dan
terrealisasi kinerja 30,77% (56 Nagari) sedangkan untuk capaian kinerja
175,00%.

Dari Sasaran Starategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dan
Persentase Nagari Mandiri dengan predikat penilaian Sangat Baik.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :

- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 100,
terrealisasi kinerja 0, capaian indikator kinerja 0,00%,

Dari Sasaran Starategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan
Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan
predikat penilaian tidak dapat diukur karena tidak terlaksananya kegiatan
inovasi tersebut.

3. Terwujudnya Keluarga Bahagia, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :

- Indeks Pembangunan Keluarga dengan target kinerja 61 dan terrealisasi
kinerja 70,5 sedangkan untuk capaian kinerja 115,57%.

Dari Sasaran Starategis Terwujudnya Keluarga Bahagia dengan
Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan predikat

penilaian Sangat Baik.
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Dari 4 Indikator Kinerja tersebut, terdapat 3 Indikator Kinerja terlaksana
dengan Sangat Baik melebihi target yang telah ditetapkan, selanjutnya terdapat 1
indikator kinerja nilai predikatnya tidak dapat diukur, karena tidak dapat

terlaksananya inovasi tersebut.
b. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan rata-rata capaian indikator
kinerja adalah 100%, dimana indikator kinerja mulai dari yang tertinggi hingga
sampai dengan indikator kinerja terrendah, yaitu :

- Capaian Indikator Kinerja Tertinggi :
Persentase Nagari Mandiri dengan capaian kinerjanya adalah 175,00%,
selanjutnya indikator kinerja dengan Indeks Pembangunan Keluarga dengan
capaian kinerjanya adalah 115,57% dan indikator kinerja setelahnya Nilai AKIP
Perangkat Daerah dengan capaian kinerjanya adalah 99,31%.

- Capaian Indikator Kinerja Terrendah :

Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan capaian indikator kinerja

0,00%.
c. Capaian Realisasi Anggaran

Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang bersumber dari
DAU/APBD dan DAK Non Fisik terdapat 2 Urusan, 5 Program, 14 Kegiatan dan 38
Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan
rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
anggaran Rp. 5.153.341.465 dan terrealisasi anggaran Rp. 4.641.315.471
sedangkan untuk capaian anggaran 90,06%.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 100.881.200 dan
terrealisasi anggaran Rp. 96.196.205 sedangkan untuk capaian anggaran 95,36%.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 1.254.559.383 dan terrealisasi
anggaran Rp. 1.206.466.994 sedangkan untuk capaian anggaran 96,17%.

4. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 283.315.042 dan
terrealisasi anggaran Rp. 253.531.912 sedangkan untuk capaian anggaran
89,49%.

5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp.
6.564.977.055 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.863.156.935 sedangkan untuk

capaian anggaran 89,31%.
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Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total sasaran strategis
capaian kinerjanya adalah 97,47%. Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, maka diperoleh total
anggaran Rp. 13.357.074.145 dan terrealisasi anggaran Rp. 12.060.667.517
sedangkan untuk capaian anggaran 90,29%, maka Berdasarkan Klasifikasi Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Tahun
2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dengan predikat penilaian

Sangat Baik melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

4.2, Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi

anggaran, maka dilakukan upaya sebagai berikut :

a.

Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders terkait atau pemangku
kepentingan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan agar dapat berjalan
sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Pesisir Selatan, Renstra, RKPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi atau pembinaan dan pengawasan terhadap
Pemerintah Nagari, Badan Musyarwarah Nagari, Badan Usaha Milik Nagari
(BUMNag), Badan Usaha Milik Bersama (BUMNagma), Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) serta Penyuluh Keluarga Berencana
atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) terdapat di 15 Balai
Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan dan melakukan pembinaan kader KB

pada 182 Nagari Se-Kabupaten Peissir Selatan.
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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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TAHUN 2024
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang ofcktif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

: SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.

Nama
: PIt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

Jabatan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

Jabatan  : Bupati Pesisir Selatan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

ﬂHAlQ(EDUA, AK PERTAMA,
7S AL AS PMDPPKB
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JRIJBRUTU, S.STP., M.SL.)
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No. Sasaran Strategls Indikator Kinerja Target Kinerja
1. [ Terwujudnya Pemerintahan yang
Akuntabel dan Berkinerja Nilai AKIP Perangkat Dacrah A(81)
Persentase Nagari Mandlri 17,58%
2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Dacrah Nilai Kematangan Inovast 100
Perangkat Dacrah
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indcks Pembangunan Keluarga 61
No, Program Anggaran Keterangan
1. | Administrasi Pemerintahan Desa Rp.  100.881.200 APBD
2. | Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Rp. 1.254.559.383 APBD
| Masyarakat Hukum Adat
3. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Rp. 4.961.718.665 APBD
DAK Non Fisik KB

4. | Pengendalian Penduduk

Rp.  283.315.042

5. | Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Rp. 6.564.977.055 | APBD, DAK Non Fisik KB

Jumlah

Rp.13.165.451.345

uuuqnmm

Painan, 22 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,




PESISIR SCLATAN

REVISI PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama : SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.

Jabatan  :Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.
Jabatan  : Bupati Pesisir Selatan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2024

2IHAK PERTAMA,
K PALADINAS PMDPPKB
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang o
Akuntabel dan Berkinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah A (81)
Persentase Nagari Mandiri 17,58%
; : . Nilai Kematangan Inovasi
100
2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Perangkat Daerah 0
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Indeks Pembangunan Keluarga 61
No. Program Anggaran Keterangan
1. | Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 100.881.200 APBD
2. | Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Rp. 1.254.559.383 APBD
Masyarakat Hukum Adat
3. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten,/Kota Rp. 5.153.341.465 APBD
4. | Pengendalian Penduduk Rp. 283.315.042 DAK Non Fisik KB
5. | Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp. 6.564.977.055 | APBD, DAK Non Fisik KB
Jumlah Rp. 13.357.074.145

Painan, 15 Oktober 2024

_PIHAK PERTAMA,
PALAYDINAS PMDPPKB
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015199802 1 001




PESISIR SELATAN

| |

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGANDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/197.a/Kpts/ DPMDPPKB-PS /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan
ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa,
Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1II
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor S0,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);


https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/
mailto:dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan
Penggunaannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa,
Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam acuan
kinerja yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan;

2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan;

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan;

5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan.

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan Tolak Ukur dalam
Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARIST BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780%15 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

Bupati Pesisir Selatan di Painan;

Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan,;

Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Arsip.

aRLD=



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGANDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/197.a/Kpts/ DPMDPPKB-PS/2024
TANGGAL 15 Oktober 2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 :

ESELONII :
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang Nilai RB Perangkat Daerah B B B B B B
Akuntabel dan Berkinerja (63) (64) (65) (66) (67) (68)
A A A A A A
Nilai AKIP P kat D h
ral crangxat Dacra (80,00) (81,00) (81,00 (81,00 (81,00) (81,00)
Persentase Nagari Mandiri 4,95% 6,04% 12,64% 17,58% 31,00% 39,56%
& (9 Nagari) | (11 Nagari) | (23 Nagari) | (32 Nagari) | (56 Nagari) | (72 Nagari)
. . . Nilai Kematangan Inovasi
2. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 100 100 100 100 80 80
Perangkat Daerah
3. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Laju Pertumbuhan Penduduk 1,18% 1,15% 1,15% - - -
Indeks Pembangunan Keluarga - - - 61 71 72




ESELON IIT :

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. | Meningkatnya Akuntabilitas Persentase Kelengkapan
Kinerja Pemerintah (DPMDPPKB | Dokumen Perencanaan, 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kab. Pesisir Selatan) Pengendalian dan Evaluasi
Ketepatan Waktu Pelaporan
Dokumen Perencanaan, 0 Delay O Delay 0 Delay 0 Delay 0 Delay 0 Delay
Keuangan dan Administrasi Pelaporan | Pelaporan | Pelaporan | Pelaporan | Pelaporan | Pelaporan
Umum Kantor
T 91%-100% | 91%-100% | 91%-100% | 91%-100% | 91%-100% | 91%-100%
Persentase Kinerja Bidang yang
Tercapai (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat
Baik) Baik) Baik) Baik) Baik) Baik)
2. | Meningkatnya Inovasi Jumlah Inovasi DPMDPPKB 1 1 1 1 1 1
DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan | Kab. Pesisir Selatan Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi
3. | Meningkatnya Fasilitasi Persentase Pemerintahan Nagari
Perencanaan dan Pelaksanaan memenuhi Dokumen 70% 75% 75% 80% 85% 90%
Pembangunan Nagari dan Perencanaan Pembangunan
Peningkatan Kapasitas tepat waktu
Kelembagaan, Lembaga Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) dan | Kemasyarakatan Nagari terlibat
Lembaga Adat Desa (LAD) dan dalam Perencanaan dan 1269 1269 1269 1269 1269 1269
Pemerintahan Nagari Pelaksanaan Pembangunan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Nagari
Jumlah Lembaga 15 15 15 15 15 15
Kemasyarakatan Desa (LKD)
Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan
dan Lembaga Adat Desa (LAD)
4. | Meningkatnya Usaha Ekonomi | Persentase Kelembagaan . 4,84% 6,45% 7,10% 7,74% 9,35% 11,29%
Masyarakat Nagari dan Ekonomi Masyarakat yang Aktif
Pendapatan Asli Nagari (PAN) Persentase Peningkatan Nagari
yang Memiliki Pendapatan Asli 2,20% 2,75% 3,85% 4,95% 7,69% 10,44%
Nagari (PAN) > Rp. 10.000.000




Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026
S. | Meningkatnya Kualitas Jumlah Pemerintahan Nagari
Pelayanan Pemerintahan Nagari | Memanfaatkan Teknologi 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari
Informasi
Jumlah Pemerintahan Nagari
yang Menetapkan SOP 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari
Pelayanan
. | Meningk K P
6. | Meningkatnya Kepesertaan PUS | o, . e PUS yang Ber-KB 59,87% 60,01% 61,12% 61,47% 62,14% 62,89%
yang Menggunakan Kontrasepsi
7. | Penanganan Perc§patan Rapat Koordma}s% TPK 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
Penurunan Stunting Kabupaten Pesisir Selatan
Audit Kasus Stunting 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus
15 15 15 15 15 15
8. | Pembekalan Kampung KB Pembinaan Kampung KB Kampung Kampung Kampung | Kampung | Kampung | Kampung
KB KB KB KB KB KB
15 Balai 15 Balai 15 Balai 15 Balai 15 Balai 15 Balai
Balai Penyuluh KB yang terbina | Penyuluh Penyuluh Penyuluh | Penyuluh | Penyuluh | Penyuluh
KB KB KB KB KB KB
. | P khi Data Wilayah
0 Kzr;;:ta tran Data Wilaya Laporan Statistik Rutin 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Validasi Laporan SIGA 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
. 1 1 1 1 1 1
Data dan Informasi Keluarga Dokumen Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen




KINERJA OPERASIONAL :

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. | Meningk Kuali L P
ening at.nya ualitas Layanan ersenjc%se penggdugn /saran 90% 92% 94% 96% 98% 100%
Internal Dinas yang ditindaklanjuti
Perseljltase.dokumen publik 93% 949 95% 96% 97% 98%
dan dipublish
Persentase Pelayanan 90% 92% 94% 96% 98% 100%
Kepegawaian dan Perkantoran
: gei?i?ciiagzza;zksrﬁj;an dan ;ziiaczr];(;iurg:;l endalian dan 25 25 25 25 25 25
. & ) ’ & Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Evaluasi Dinas Evaluasi
. . Jumlah SDM yang mengikuti
.| M k Kual DM
3 Dienr;lgg atnya Kualitas S Peningkatan Kapasitas S Orang S Orang S Orang S Orang S Orang S Orang
Bimtek/Diklat/Pelatihan
4. | Meningkatnya Kapasitas Jumlah Anggota Lembaga Adat
Kelembagaan untuk Lembaga yang mengikuti Diklat, 35
Kemasyarakatan Nagari dan Bimbingan Adat dan Limbago Anggota 36 Anggota | 37 Anggota | 37 Anggota | 37 Anggota | 37 Anggota
Lembaga Adat Nagari Adat
Jumlah Anggota LPMN yang
mengikuti Diklat dan 182 182 182 264 546 728
Bimbingan Kelembagaan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Masyarakat Lainnya g8 g8 &8 g8 g8 g8
(Karang Taruna, KAN)
lah A PKK
Jumlah Anggota PKK yang 310 350 400 575 750 925
mengikuti Dilklat dan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Bimbingan Teknis g8 g8 g8 g8 g8 g8
Jumlah Pengelola Posyandu
dan Posyandu Terintegrasi yang 670 670 670 670 670 670
mengikuti Diklat dan Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola

Bimbingan Teknis




Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Jumlah Dokumen Masyarakat
Hukum Adat yang 31 31 37 37 37 37
terinventarisasi dan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
teridentifikasi

5. | Fasilitasi Tim Penggerak PKK Jumlah Kelembagaan PKK yang 15 15 15 15 15 15
dalam Penyelenggaraan Gerakan aktif d.an dépat melaksanakan Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Fungsi Pokja PKK
Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelembagaan Posyandu

dan Posyandu Terintegrasi yan 670 670 670 670 670 670
Ktif y g yang Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan | Kelembagaan
akti

6. | Meningkat P Serta d Jumlah M kat

chingkatiya reran Serta dan v é .asyara at yausg 70 Orang 75 Orang 80 Orang 85 Orang 95 Orang 100 Orang
Gotong Royong Masyarakat mengikuti Gotong Royong
Jumlah Masyarakat yang
mengikuti Forum Musyawarah 70 Orang 75 Orang 80 Orang 85 Orang 95 Orang 100 Orang
Nagari
Jumlah Nagari yang mengikuti
7. | Meningkatnya Kompetensi Nagari | Ajang Berprestasi/Lomba 2 Nagari 4 Nagari 6 Nagari 6 Nagari 8 Nagari 10 Nagari
Nagari
Jumlah Nagari yang menyusun | e, Nooari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari | 182 Nagari
Profil Desa & & & & & &

8. | Meningkatnya Pembinaan dan Jumlah Pengurus BUM Nag ‘ 30 95 110 120 120 120
Pemberdayaan BUM Desa dan dan KP-SPAMS yang mengikuti Peneuris Peneuris Peneurus Peneuris Peneuris Peneuris
Lembaga Kerjasama Antar Desa Pelatihan /Bimtek gl gl gl gl gl gl

9. | Meningkatnya Pengelolaan dan Jumlah Pengurus UEM yang 30 30 30 30 30 30
Pengembangan Usaha Ekonomi mengikuti Pelatihan Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus
M k N i dal

asyarakat dan Nagari dalam Jumlah Pengurus UPK yang 40 40 60 60 60 60
Meningkatkan Pendapatan Asli mengikuti Pelatihan Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus
Nagari (PAN) & gl gl gl gl gl gl

lah N i iliki
Jumlah Nagari yang memiliki 2 Nagari S Nagari 7 Nagari 9 Nagari 10 Nagari 12 Nagari

Pendapatan Asli Nagari (PAN)




Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026
10. | Meningkatnya Kerjasama Antar Jumlah Kerjasama yang 28 29 30 31 32 34
Nagari disepakati Kerjasama | Kerjasama | Kerjasama | Kerjasama | Kerjasama | Kerjasama
Jumlah Kawasan Perdesaan 4 5 7 8 9 10
yang terbentuk Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
11. | Meninekatnva Manaiemen Jumlah Aparatur Pemerintahan
' & Y . J ) Nagari yang mengikuti 30 Orang 31 Orang 35 Orang 40 Orang 45 Orang 50 Orang
Aparatur Pemerintahan Nagari ) . )
Bimtek/Diklat/Pelatihan
Jumlah Nagari yang ) ) )
1N - 151 N - N -
melaksanakan Pilwana 31 Nagari 51 Nagari 53 Nagari
12. | Meningkatnya Pemerintahan Persentase Nagari yang
Nagari yang mengelola Keuangan | menyusun APB Nagari tepat 42% 45% 47% 50% S57% 65%
Nagari sesuai aturan yang berlaku | waktu
Persentase Pemerintahan
13. | Meningk P lol A
3 Naen;Eg atnya Pengelolaan Aset | . oari yang memiliki Dokumen 70% 75% 80% 85% 90% 95%
& Pengelolaan Aset Lengkap
14. | Meningkatnya Nagari yang Jumlah Nagari yang memiliki ) : ) ) ) .
182 N 182 N 182 N 182 N 182 N 182 N
memiliki Peta Batas Nagari Peta Batas Nagari 82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
2250 2250 2250 2250 2250 2250
15. | Meningk Pel KB lah Ak KB
S eningkatnya Pelayanan Jumla septor Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Jumlah Mitra Bangga Kencana 4 Mitra 4 Mitra 4 Mitra 4 Mitra 4 Mitra 4 Mitra
16. | Meningkatkan Kualitas Faskes Jumlah Ketersediaan Sarana 26 Faskes 06 Faskes | 26 Faskes | 26 Faskes | 26 Faskes | 26 Faskes
Pelayanan KB dan Prasarana Faskes
Jumlah Nak ikuti
um _a ases yang mengtautt 8 Nakes 8 Nakes 8 Nakes 8 Nakes 8 Nakes 8 Nakes
Pelatihan Teknis
17. | Meningkatnya Peranan Lintas Jumlah Kegiatan Lintas Sektor 15 15 15 15 15 15
Sektor di Kampung KB di Kampung KB Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan




Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

Tumbuh Kembang Anak

Tumbuh Kembangnya

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025 2026
. 91 91 91 91 91 91
18.
(lil/lenllrggkgtri.};a i%lWIUhan KB éumlsahbpsglzlégh KB, PPKBD Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh
an tbu balita an su KB KB KB KB KB KB
Jumlah Penyuluhan KB yang 2648 2648 2648 2648 2648 2648
dilakukan Penyuluhan | Penyuluhan | Penyuluhan | Penyuluhan | Penyuluhan | Penyuluhan
19. i - i P Perkawi P
9 Menmgkatnya Rata-Rata Usia .ersentase erkawinan Pertama 9,1% 9,2% 9,3% 9,4% 9,5% 9,6%
Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun
. . . 50 52 54 56 58 60
20. | Meningkatnya Layanan Konseling | Jumlah Pusat Konseling Konseling Konseling Konseling Konseling Konseling Konseling
21. | Meningkatnya Keaktifan Jumlah Kelompok Kegiatan 40 40 40 40 40 40
Kelompok Kegiatan (Poktan) yang aktif Poktan Poktan Poktan Poktan Poktan Poktan
22. | Meningkatkan Pola Asuh d P t Anak di t
eningkatkan Pola Asuh dan ersentase Anak yang dipantau 759 80% 85% 90% 95% 100%

Sumber Data : Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 :

Agar seluruh stakeholder Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

memiliki persepsi yang sama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formulasi perhitungan,

sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-

masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :




Nilai RB Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku pada
pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai Reformasi Birokrasi ini setiap tahunnya diberikan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Asesor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

Nilai AKIP Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang
dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



Persentase Nagari Mandiri :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan dari rata-rata 3 indeks, yaitu :
Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) setiap desa.
Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya
Status Indeks Desa Membangun, yaitu : Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun

Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri

X 100%
Jumlah Seluruh Nagari yang ada

Aplikasi IDM, Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Pesisir Selatan dari
Kemendes PDTT dan Buku Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat
Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi Innovative Government Award (IGA) Kemendagri. Apabila nilai ambang batas
minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian
untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi Innovative Government Award (IGA) oleh Kemendagri

Aplikasi Innovative Government Award (IGA) Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



Laju Pertumbuhan Penduduk :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk per tahun yang diakibatkan oleh
meningkatnya angka kelahiran dalam jangka waktu tertentu

Jumlah Penduduk Saat Ini - Jumlah Penduduk Sebelumnya

X 100%
Jumlah Penduduk Sebelumnya

Aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU) dari BKKBN dan
BPS Kab. Pesisir Selatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

Indeks Pembangunan Keluarga :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran Program Pembangunan Keluarga yang ditunjukkan melalui
dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga yang dibentuk dari variabel serta menggambarkan peran
dan fungsi keluarga

Persentase dari Dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan persentase kelengkapan
laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yaitu : pada Bagian Perencanaan dan
Pelaporan yang dipimpin oleh Sekretaris

Jumlah Laporan yang disampaikan

X 100%

Jumlah Laporan yang harus disampaikan

Laporan Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal
Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor merupakan waktu yang

harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait

Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari Instansi terkait

Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



10.

Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh Bidang pada fase
pengukuran akhir tahun termasuk Bagian Sekretariat yang kemudian dirata-ratakan

Jumlah Persentase Capaian Kinerja Bidang
X 100%

Jumlah Bidang dan Bagian Sekretariat

Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan merupakan inovasi yang disusun oleh Seluruh Eselon III pada
DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas untuk diusahakan
memenuhi nilai kematangan inovasi sehingga menjadi inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan yang akan dinilai dalam
ajang Innovative Government Award (IGA) oleh Kemendagri setiap tahunnya

Jumlah Inovasi Setiap Eselon III

Bagian Sekretariat dan Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



11.

12.

Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan
Nagari menyampaikan Laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu
sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah Pemerintahan Nagari yang
menyampaikan laporan tepat waktu

X 100%
Jumlah Pemerintahan Nagari yang

menyampaikan laporan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari ;

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari
merupakan peran yang sudah dijalankan, yaitu : melakukan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan bidang
kesehatan. Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari
adalah pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, selanjutnya peran dalam meningkatkan
pelayanan masyarakat, yaitu : menerima pengaduan dan menampung aspirasi masyarakat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



13.

14.

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Nagari,
ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari, dengan meningkatkan pelayanan
masyarakat Nagari. Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan
menjadi bagian dari susunan Pemerintahan Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari

Jumlah Kecamatan Se-Kab. Pesisir Selatan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan
Lembaga Adat Desa (LAD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Se-Kab. Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Lembaga Ekonomi merupakan pranata sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi dan bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat

Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif

X 100%
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Se-Kab. Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



15. Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) > Rp. 10.000.000 :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh
Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi
kemajuan Nagari

Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)
Formulasi : X 100%
Jumlah Seluruh Nagari yang ada

Sumber Data : Pemerintahan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

16. Jumlah Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi merupakan penggunaan Sistem Informasi untuk membantu
Pemerintahan Nagari dalam mengelola Data dan Informasi dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih
cepat, akurat, dan transparan

Formulasi : Jumlah Nagari yang memanfaatkan Teknologi Informasi Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



17. Jumlah Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan :

18.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

SOP Pelayanan Pemerintahan Nagari merupakan suatu pedoman atau Acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan
sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintahan Nagari. Berdasarkan indikator teknis administratif
dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan

Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan Se-Kab. Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase PUS yang Ber-KB :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Persentase PUS yang Ber-KB merupakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat
Kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran

Jumlah PUS yang Ber-KB di Kab.Pesisir Selatan

X 100%
Jumlah PUS di Kab.Pesisir Selatan

Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



19.

20.

Rapat Koordinasi TPK Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Audit Kasus Stunting :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari : Bidan Desa/Nagari,
Kader TP-PKK dan Kader KB untuk melaksanakan Pendampingan Keluarga, meliputi : Penyuluhan, Fasilitasi Pelayanan,
Rujukan dan Fasilitasi Penerimaan Program Bantuan Sosial kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu
Hamil dan Ibu Pasca Persalinan

Jumlah Rapat Koordinasi TPK Kab. Pesisir Selatan

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Kinerja Taktikal

Audit Kasus Stunting merupakan upaya identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis
surveylans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penampisan kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi
masalah mendasar pada kelompok sasaran audit beresiko stunting, yaitu : Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil, Ibu
Menyusui dan Baduta/Balita

Jumlah Kasus Stunting yang ada di Kab. Pesisir Selatan

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



21.

22.

Pembinaan Kampung KB :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan satuan wilayah setingkat Kelurahan dimana terdapat Integrasi
dan Kofergensi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penguatan Institusi Keluarga dalam seluruh dimensinya guna
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat

Jumlah Kampung KB di Kab. Pesisir Selatan

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Balai Penyuluh KB yang terbina :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Balai Penyuluh KB merupakan balai yang terletak di wilayah Kecamatan serta sebagai wadah kelembagaan penyuluhan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditingkat Kecamatan sebagai Lembaga Non Strutural yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD di Kabupaten

Jumlah Balai Penyuluh KB di Kab. Pesisir Selatan

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



23.

24.

Laporan Statistik Rutin :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Validasi Laporan SIGA :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Laporan Statistik Rutin merupakan laporan yang dihasilkan melalui Sistem Informasi pengelolaan data statistik rutin,
yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional

Jumlah Laporan yang disampaikan tiap bulan

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Kinerja Taktikal

Validasi Laporan SIGA merupakan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara menunjukkan sesuatu yang sesuai
baik bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dan menunjukkan
keabsahannya.

Jumlah Laporan SIGA yang disampaikan tiap bulan

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



25.

26.

Data dan Informasi Keluarga :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Taktikal

Data dan Informasi Keluarga merupakan data dan informasi dari hasil pengumpulan data, pengolahan data dan
penyajian data serta menyebarluaskan data berdasarkan Pendataan Keluarga

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga yang disampaikan

Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun
internal di Media Sosial, Media Cetak maupun Melalui Kotak Saran yang telah disediakan

Jumlah Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

X 100%
Jumlah Pengaduan/Saran

Media Sosial, Media Cetak dan Kotak Saran

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



27.

28.

Persentase Dokumen Publik dan dipublish :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Dokumen Publik dan dipublish merupakan dokumen yang diupload ke website PPID DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah Dokumen Publik yang dipublish

X 100%
Jumlah Dokumen Publik

Website PPID DPMDPPKB Kab.Pesisir Selatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan
pelayanan terkait dengan perkantoran, meliputi : sarana dan prasarana, operasional kantor dan sejenisnya

Jumlah Pelayanan yang dilakukan

X 100%
Jumlah Pelayanan yang harus dilakukan

Sekretariat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



29.

30.

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Sekretariat secara
teknis disusun oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Sekretariat DPMDPPKB Kab.Pesisir Selatan

Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan

Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Peningkatan Kapasitas SDM ASN dimaksudkan agar ASN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari Dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat

Jumlah ASN DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan yang mengikuti diklat Tahun n

Sekretariat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



31.

32.

Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat merupakan peningkatan kapasitas Lembaga
Adat dimaksudkan agar Lembaga Adat dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti diklat Tahun n
Sumber Data : Lembaga Adat Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : LPMN yang mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) merupakan
peningkatan kapasitas LPMN dimaksudkan agar LPMN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti diklat Tahun n
Sumber Data : LPMN Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



33.

34.

Jumlah Anggota PKK yang mengikuti Diklat dan Bimtek :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

PKK yang mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas PKK dimaksudkan agar PKK dapat lebih
memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Jumlah Anggota PKK yang mengikuti diklat Tahun n

PKK Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi terintegrasi yang mengikuti Diklat dan Bimtek :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas
Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dimaksudkan agar Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dapat lebih memiliki
kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang mengikuti diklat Tahun n

Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



35. Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi :

36.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi merupakan dokumen yang harus
disediakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara teknis disusun dan direkap oleh Bidang Pemberdayaan
Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat Se-Kab. Pesisir Selatan

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Se-Kab.Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan dapat melaksanakan Fungsi Pokja PKK :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Kelembagaan PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi
dalam pembangunan Indonesia

Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan dapat melaksanakan Fungsi Pokja PKK

Kelembagaan PKK Se-Kab.Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



37. Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Aktif :

38.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi merupakan kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek
pemantauan tumbuh kembang anak yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi serta saling
memperkuat antar program dan kegiatan

Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi

Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab.Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Masyarakat yang mengikuti gotong royong :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan masyarakat
gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari

Jumlah Masyarakat yang mengikuti gotong royong

Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) Se-Kab.Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



39. Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari :

40.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang ) merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintahan
Nagari secara bersama-sama dengan pihak terkait dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan
Nagari untuk dapat menyampaikan aspirasi pada Forum Musyawarah Nagari

Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari

Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Nagari yang mengikuti ajang berprestasi/Lomba Nagari :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Lomba Nagari merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah dengan melakukan penjaringan Desa/Nagari
berprestasi untuk dapat mengikuti ajang berprestasi/Lomba Nagari

Jumlah Nagari yang mengikuti Lomba Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



41.

42.

Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Profil Desa merupakan dokumen yang berisikan data dan informasi mengenai desa

Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa Se-Kab. Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) merupakan usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari dan berbadan
hukum. Selanjutnya Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) merupakan
mempunyai tugas untuk mengelola operasi dan pemeliharaan sistem air minum yang sudah dibangun

Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

BUM Nag dan KP-SPAMS Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



43.

44,

Jumlah Pengurus UEM yang mengikuti Pelatihan :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) merupakan kegiatan yang dilakukan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan
sehari-hari

Jumlah Pengurus UEM yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Pengurus UPK yang mengikuti Pelatihan :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang
bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai
amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD)

Jumlah Pengurus UPK yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



45. Jumlah Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) :

46.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh
Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi
kemajuan Nagari

Jumlah Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Kerjasama yang disepakati :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Kerjasama Antar Nagari merupakan suatu rangkaian kegiatan secara bersama-sama antar Nagari dengan Pihak Ketiga
dalam bidang Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan
Masyarakat Nagari

Jumlah Kerjasama yang disepakati Antar Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



47. Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk :

48.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Kawasan Perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

Jumlah Kawasan Perdesaan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek /Diklat/Pelatihan merupakan semua unsur yang terlibat didalam
Pemerintahan Nagari

Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan Tahun n

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



49,

50.

Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional
Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari

yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Pemerintahan Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan
Laporan APB Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu

X 100%
Jumlah Nagari yang ada

Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



51.

52.

Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap merupakan dokumen yang harus disediakan
oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai aset
Pemerintahan Nagari

Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap

X 100%
Jumlah Nagari yang ada

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Peta Batas Nagari merupakan peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, meliputi : pilar batas,
garis batas, topografi perairan dan transportasi

Jumlah Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



53.

54.

Jumlah Akseptor KB :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Akseptor KB merupakan peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat
Kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui program atau non program

Jumlah Akseptor KB Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Mitra Bangga Kencana :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Mitra Bangga Kencana merupakan perseorangan atau lembaga Pemerintah, organisasi swasta, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana

Jumlah Mitra Bangga Kencana Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



55. Jumlah Ketersedian Sarana dan Prasarana Faskes :

56.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan

kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Nakes yang mengikuti Pelatihan Teknis :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Tenaga Kesehatan (Nakes) yang mengikuti Pelatihan Teknis merupakan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan
(Nakes) dimaksudkan agar Tenaga Kesehatan (Nakes) dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Jumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang mengikuti Pelatihan Teknis

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



57. Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB :

58.

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kader Kampung KB, Para Lintas
Sektor, Pemerintahan Nagari maupun PLKB Kecamatan di Kampung KB dalam mengadvokasi/membuat
proposal/mengajak aktif turut serta dalam menggiatkan dan merealisasikan semua kegiatan pada program Kampung
KB, sehingga dengan bantuan/fasilitasi pendampingan, penyuluhan maupun sosialisasi, baik pada Bidang Pemukiman,
Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain sebagainya

Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD merupakan perpanjangan tangan Pemerintah khususnya Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) dalam melaksanakan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana maupun
Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



59.

60.

Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Penyuluhan KB yang dilakukan merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat Nagari tentang pentingnya Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan
pembangunan di Nagari

Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga
mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bukan sekedar menunda sampai usia
tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari berbagai
aspek, yaitu : ekonomi, kesehatan, mental/psikologi

Jumlah Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun

X 100%

Jumlah Perkawinan yang sudah siap dari berbagai aspek

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan dan BPS Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



61.

62.

Jumlah Pusat Konseling :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional
Pusat Konseling merupakan proses pelayanan konseling yang dilakukan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS),

sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan layanan dan dukungan kepada keluarga dalam hal perencanaan
keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan secara menyeluruh

Jumlah Pusat Konseling Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Kelompok Kegiatan yang aktif :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Kelompok Kegiatan (Poktan) merupakan wadah kegiatan Program Bangga Kencana diharapkan mampu menjalankan
Program Bangga Kencana secara menyeluruh melalui Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) serta Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dihadiri oleh Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kampung KB

Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang aktif Se-Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan



63.

Persentase Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya :

Level dalam Renstra

Definisi Operasional

Formulasi

Sumber Data

Penanggung Jawab

Kinerja Operasional

Pemantauan Tumbuh Kembangnya merupakan suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan
pertumbuhan (status gizi kurang atau gizi buruk, anak pendek), penyimpangan perkembangan (terlambat bicara) dan
penyimpangan mental emosional anak (gangguan konsentrasi dan hiperaktif). Pemantauan tumbuh kembang bertujuan
untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak serta menemukan secara dini adanya gangguan tumbuh
kembang sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar hasilnya lebih baik

Jumlah Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya

X 100%

Jumlah Anak yang ada di Kab. Pesisir Selatan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780%15 199802 1 001




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JI. Pramuka No. 13 Khatib Sulaiman Telp. 58279 Fax : 442273 PO.Box 500 Padang 25

http://dpmd.sumbarprov.go.id... ¢-mail dpmd __provsumbar@yahoo.com

Nomor : 413.5/ ¢0\ /DPMD/2024. Padang, _!3 Agustus 2024 M
Lampiran : 1 (Satu) lembar 0% Syafar 1446 H
Perihal : Undangan

Kepada, Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa/ OPD yang menangani
urusan POSYANTEK dan TTG

. Bappeda Kota Payakumbuh

3. Pemenang Lomba POSYANTEK dan TTG

di -
Tempat.

N

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pemenang Lomba Posyantek Berprestasi
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor: 410-381-2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Juara Lomba POs Pelayanan
Teknologi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Pemenang Lomba
Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 410-348-2023 tanggal 6 Mei 2024 tentang
Penetapan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Inovasi Teknologi Tepat Guna
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, bersama ini disampaikan bahwa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk menyerahkan
hadiah perlombaan berupa Piala dan Piagam Penghargaan pada tanggal 17 Agustus 2024 dalam
rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diundang untuk menghadiri acara
dimaksud yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal . Sabtu/ 17 Agustus 2024
Pukul : 16.00 WIB s/d selesai.
Tempat . Istana Gubernuran Sumatera Barat
JIn. Jenderal Sudirman Nomor 50 Padang.
Perihal . 1. Gladi Resik penyerahan penghargaan;

2. Penyerahan hadiah lomba.

Sedangkan biaya untuk menghadiri acara dibebankan kepada masing masing Undangan.
Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan ; disampaikan kepada Yth |
Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
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LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

SURAT KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI

SUMATERA BARAT
413.5/ 65| /DPMD-2024
\3 AGUSTUS 2024
UNDANGAN

DAFTAR PEMENANG LOMBA POSYANTEK BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024
i
' No 1 Nama Posyantek Kecamatan Kabupaten/Kota Predikat
\ ‘
1 1. | Mansiro Batipuh Selatan Tanah Datar Juara I
| 2. Paus Padang Panjang Barat | Padang Panjang Juara 1I
3. | Mitra Karya Abadi Lubuk Sikaping Pasaman Juara III
DAFTAR PEMENANG LOMBA TTG UNGGULAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024
No. Nama Alat Kabupaten/Kota Predikat
5 | Kompor Berbahan Bakar Minyak Jelantah Payakumbuh Juara 1
: 2. | Oven Pengering Padi Pesisir Selatan Juara 1I
3. | Penangkaran Bibit Kentang Smart Farming Solok Juara III
| | 10T
DAFTAR PEMENANG LOMBA INOVASI TTG
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024
=
| No. | Nama Alat Kabupaten/Kota Predikat
| 1. | Tong Sampah Organik Pintar Dharmasraya Juara 1
D Pengipas Padi Multi Fungsi Solok Juara II
|
| 3. | Boiler Uap Otomatis Padang Juara 1II
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PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2024
Dokumentasi Tempat dan
No. Bidang / Bagian Kegiatan Nama Penghargaan (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Tanggal Penerimaan
Penerimaan Penghargaan) Penghargaan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. [Pemberdayaan Kelembagaan, |[Jambore Kader PKK Tingkat|Juara Umum Lomba Jambore Kader PKK Painan Convention Center (PCC),
Partisipasi Masyarakat dan Kab. Pesisir Selatan Ke- 52 Tingkat Kabupaten Pesisir 7 Juni 2024
Sosial Budaya Selatan Pada Pembukaan Hari Kesatuan
Gerak PKK Ke-52 Jambore Kader PKK
Tingkat Kab. Pesisir Selatan
2. |Pemerintahan Nagari Status Nagari Mandiri di Pemberian Penghargaan Piagam dan Gor. H. Ilyas Yakub Painan,
Kab. Pesisir Selatan Lencana Desa Mandiri Kepada 14 Wali 17 Juni 2024
Nagari dengan Status Nagari Mandiri di
Kab. Pesisir Selatan
3. |Pengendalian Penduduk dan Stunting Tingkat Provinsi |Penghargaan Kab. Pesisir Selatan Padang,
Keluarga Berencana Sumatera Barat Sebagai Kabupaten dengan Jumlah 21 Juni 2024

Pendampingan Terbanyak pada
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data
Keluarga Beresiko Stunting (Verval KRS)
Tingkat Provinsi Sumatera Barat




Pemerintahan Nagari

Perpanjangan Masa Jabatan
Wali Nagari Se-Kab. Pesisir
Selatan

Pemberian Pengukuhan dan Penyerahan
SK Bupati Pesisir Selatan tentang
Perpanjangan Masa Jabatan 93 Wali
Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Painan Convention Center (PCC),
26 Juni 2024

Pemberdayaan Kelembagaan,
Partisipasi Masyarakat dan
Sosial Budaya

PKK Tingkat Provinsi
Sumatera Barat

Penghargaan Pilot Project Tingkat
Provinsi Sumatera Barat dalam Program
Koperasi PKK Gelari Pelangi Tingkat
Provinsi Sumatera Barat

Alahan Panjang Kab. Solok,
16 Juli 2024

Pemberdayaan Kelembagaan,
Partisipasi Masyarakat dan
Sosial Budaya

PKK Tingkat Provinsi
Sumatera Barat

Juara Il Lomba Kreasi Jingle Galari
Pelangi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Alahan Panjang Kab. Solok,
16 Juli 2024

Pemberdayaan Kelembagaan,
Partisipasi Masyarakat dan
Sosial Budaya

PKK Tingkat Provinsi
Sumatera Barat

Harapan III Lomba Cerdas Cermat PKK
Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Alahan Panjang Kab. Solok,
16 Juli 2024




Dokumentasi Tempat dan
No. Bidang / Bagian Kegiatan Nama Penghargaan (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Tanggal Penerimaan
Penerimaan Penghargaan) Penghargaan
8. |Pemberdayaan Kelembagaan, [PKK Tingkat Provinsi Harapan III Lomba Paduan Suara PKK Alahan Panjang Kab. Solok,
Partisipasi Masyarakat dan Sumatera Barat Tingkat Provinsi Sumatera Barat 16 Juli 2024
Sosial Budaya
9. [Pemberdayaan Sumber Daya Lomba TTG Unggulan Juara Il Pemenang Lomba TTG Unggulan Istana Gubernur Sumatera Barat,
Alam, Usaha Ekonomi Tingkat Provinsi Sumatera |Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 17 Agustus 2024
Masyarakat dan Pembangunan |Barat 2024 dengan Nama Alat Oven Pengering
Kawasan Pedesaan Padi Kabupaten Pesisir Selatan dari
DPMD Provinsi Sumatera Barat
10. [Pengendalian Penduduk dan Wisudawan / Wisudawati |Pemberian Penghargaan Kepada Muaro Bantiang, Kec. Koto XI
Keluarga Berencana Sekolah Lansia Kab. Pesisir |Wisudawan / Wisudawati Sekolah Tarusan,
Selatan Lansia di Kec. Koto XI Tarusan, Kec. 23 Oktober 2024
Bayang dan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir
Selatan
11. (Sekretariat Rekomendasi Kegiatan Penghargaan untuk 5 Perangkat Daerah Hotel Triza Painan,

Statistik Sektoral Kab.
Pesisir Selatan

Terpilih Se-Kabupaten Pesisir Selatan
sebagai Penerimaan Kelayakan
Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
dengan Judul Kompilasi Produk
Administrasi Capaian Akseptor KB dari
BPS Kabupaten Pesisir Selatan

7 November 2024




Keluarga Berencana

Informasi Keluarga

ke DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Atas
Kerjasamanya Bersama Telkomsel
Sepanjang Tahun 2024

PIAGAM PENGHARGAAN

Dineribos tapodu

DPPKB Kalgmaten Pesisiv Selusan

Py 13 Pebanar 33I%

12. [Pemberdayaan Kelembagaan, [Peningkatan Kapasitas Pemberian Penghargaan Peningkatan Hotel Triza Painan,
Partisipasi Masyarakat dan Kaum Kab. Pesisir Selatan |Kapasitas Kaum kepada Kecamatan IV 9 Desember 2024
Sosial Budaya Jurai dan Kecamatan Batang Kapas dari

DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan
13. |Pengendalian Penduduk dan Penyediaan Data dan Pemberian Penghargaan dari Telkomsel Kantor Perwakilan BKKBN

Provinsi Sumatera Barat,
13 Februari 2025

Painan, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN

NIP. 19780215 199802 1 001




POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN sy s

DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

o : e Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas yang Aman, Tenteram dan Dinamis

Hidup Manusia dan Masyarakat

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan
yvang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan M